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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
Pada prinsipnya transliterasi huruf Arab ke huruf Indonesia yang
digunakan dalam penulisan disertasi ini mengacu pada transliterasi Arab-Latin
hasil keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1987, Nomor: 0543
b/U/1987, sebagai berikut:
A. Konsonan
Arab     Indonesia          Arab          Indonesia           Arab          Indonesia
ا = a ز = z ق = q
ب = b س = s ك = k
ت = t ش = sy ل = l
ث = £ ص = ¡ م = m
ج = j ض = « ن = n
ح = ¥ ط = ¯ و = w
خ = kh ظ = § ه = h
د = d ع = ‘ ء = ’
ذ = © غ = g ي = y
ر = r ف = f
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B. Konsonan Rangkap
Konsonan Rangkap (tasyd³d) ditulis rangkap
Contoh:
ﺔﻣﺪﻘﻣ = muqaddimah
ةرﻮﻨﳌا = al-Munawwarah
C. Vokal
1. M±d atau vokal panjang
± = a  panjang
³ = i   panjang
- = u  panjang
2. Diftong atau vokal rangkap
 َْوا = aw
 ُْوا = uw
 ْيَا = ay
D. T±' Marb-¯ ah ( ة )
Transliterasi terhadap kata (al-kalimah) yang berakhiran t±' marb-¯ ah ( ة )
dilakukan dengan dua bentuk sesuai dengan fungsinya sebagai ¡ifah (modifier)
atau i«±fah (genitive). Untuk kata yang berakhiran t±' marb-¯ ah ( ة ) yang
berfungsi sebagai ¡ifah (modifier) atau berfungsi sebagai mu«±f ila³h, maka "ة "
ditransliterasikan dengan "h". Sementara yang berfungsi sebagai mu«±f, maka "ة "
ditransliterasikan dengan "t".
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SINGKATAN YANG DIGUNAKAN
a.s. = ‘alayh al-sal±m
Cf. = bandingkan dengan
H. = Hijriyah
h. = halaman
H.R. = Hadis Riwayat
M. = Masehi
No. = Nomor
Q.S. = al-Qur’an Surah
r.a. = radhiyallahu ‘anhu/’anha
SAW. = ¡hallallahu ‘alayhi wa sallam
SWT. = subh±nahu wa ta’±l±
t.tp. = tanpa tempat terbit
t.p. = tanpa penerbit
t.th. = tanpa tahun
cet . = cetakan
w. = wafat
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ABSTRAK
Nama : Nugraha Hasan
Nim : 80500215001
Prodi/Jur : Ekonomi Syariah
Judul : Pengelolaan Zakat Mal terhadap Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sidrap (Studi
Kasus BAZNAZ Kabupaten Sidrap)
Tesis ini bertujuan untuk Mengetahui pengelolaan zakat mal terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidrap dengan sub masalah
yakni 1) Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat mal di Kabupaten Sidrap?, 2)
Faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas pengelolaan zakat mal di
Kabupaten Sidrap? dan 3) Bagaimanakah upaya BAZNAS Kabupaten Sidrap
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat?.
Pembahasan tesis ini penulis menggunakan pendekatan yuridis,
pendekatan syariat dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini
bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tersier. Penelitian ini tergolong kualitatif, dengan menggunakan data berupa
wawancara langsung/tanya jawab (dialog) dan dokumen. Data yang diperoleh
kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun secara sekunder, lalu
kemudian teknik pengolahan dan analisa data yang dilakukan dengan melalui tiga
tahapan, yaitu: menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan zakat mal di
Kabupaten Sidrap oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan
pengelolaannya belum berjalan secara maksimal untuk menggali potensi zakat
yang ada di daerah tersebut. Adapun faktor yang menghambat yaitu pengelola
zakat yang dimana rendahnya kuantitas pengelola zakat yakni tidak tersedianya
tenaga operasional dan professional yang bekerja secara penuh dalam pengelolaan
zakat. Tingkat kepercayaan masyarakat juga menjadi faktor penghambat dimana
masyarakat khawatir bahwa uang zakat tersebut tidak sampai kepada orang yang
berhak menerimanya. BAZNAS berupaya untuk meminimalisir faktor
penghambat pengelolaan zakat dengan reshuffle pengurus BAZNAS, peranan
pemerintah dalam memberikan pelatihan sesuai keahlian, modal usaha, lapangan
kerja, dan pendidikan kepada masyarakat dan peran mubaligh untuk menyadarkan
dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban
mengeluarkan zakat mal.
Zakat merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi.
Dikarenakan potensi zakat yang sangat melimpuh untuk mewujujudkan hal
tersebut pemerintah dapat berperan aktif dengan menyempurnakan peraturan
perundang-undangan yang ada, serta masyarakat harus sadar akan kewajibannya
sebagai muslim untuk menunaikan zakatnya dan mempercayakan dana zakatnya
dikelola melalui lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah, oleh karena
itu lembaga pengelola zakat wajib bersifat transparan, professional, dan akuntabel
demi mewujudkan masyarakat sejahtera.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah Negara dengan sumber daya alam yang dapat
memenuhi kehidupan masyarakat. Kekayaan alam Indonesia bersumber dari
tanah, air, dan yang terkandung di dalamnya, sesuai Pasal 33 Undang-undang
Dasar 1945. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah ini, nyatanya, belum
berdampak pada meratanya kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk
mengatasi masalah pemerataan kesejahteraan adalah dengan menghimpun zakat,
dan menyalurkan dana zakat tersebut secara tepat sasaran.
Kesejahteraan sebuah negara karena zakat pernah terjadi pada masa
Dinasti Umayyah yang pimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, meskipun beliau
hanya memimpin selama dua tahun sebelum kemudian meninggal dunia. Negara
menjadi sangat makmur dengan pemerintahan yang bersih dan jujur, dengan
pengelolaan zakat yang sangat baik. Dengan membayar zakat, seseorang akan
bekerja dengan baik. Dengan demikian, gerakan sadar zakat pada dasarnya adalah
gerakan menciptakan etos kerja yang baik yang akan menciptakan kesejahteraan
dan kemakmuran yang merata bagi semua masyarakat.
Zakat dalam pandangan Islam merupakan instrumen pokok yang dapat
digunakan untuk pengentasan kemiskinan, jika dikelola dengan baik dan
profesional. Zakat merupakan ibadah yang mengandung hubungan vertikal antara
manusia dengan Allah swt. dan horizontal antara sesama manusia. Secara vertikal
zakat adalah perintah yang wajib ditunaikan. Secara horizontal, pengelolaan zakat
untuk disalurkan kepada yang berhak, jika perintah zakat dilaksanakan terus
2menerus mengingat zakat memiliki potensi dalam mensejahterahkan rakyat,
namun selama ini pengelolaan zakat belum maksimal
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap
muslim, kewajiban membayar zakat dalam konteks kehidupan praktis keagamaan
sebagian umat Islam di Indonesia, lebih dipahami sebagai sebuah rutinitas yang
sederhana. Ini sangat terkait dengan pemahaman bahwa zakat merupakan perintah
yang harus ditunaikan oleh tiap individu yang dikaruniai kekayaan tertentu dan
jumlahnya telah mencapai nishab.
Di satu sisi zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaliyah yang memiliki
posisi yang penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari
sisi pembangunan kesejahteraan masyarakat, karena: pertama, zakat merupakan
hak bagi mustahik sebagai berwujudan keimanan kepada Allah swt.; kedua,
sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana; ketiga,
dari sisi kesejahteraan masyarakat, zakat merupakan salah satu instrument
pemerataan pendapatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Zakat biasanya dipandang sebagai aktivitas yang sejalan dengan
pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan, sebuah puncak dari upaya pembersihan diri
sehingga mencapai taraf kesucian spiritual sebagaimana diidamkan oleh seluruh
kaum Muslim, oleh karena itu, ketika kewajiban itu sudah ditunaikan, si pembayar
merasa seluruh kewajiban zakatnya gugur, padahal masalah zakat fitri berbeda
dengan zakat mal (harta), pemahaman untuk kewajiban membayar zakat fitri,
kadang-kadang disebut dengan zakat badan atau sedekah fitrah menjelang Idul
fitri memang sebuah perintah mutlak, yang tak bisa ditawar-tawar lagi dan berlaku
bagi semua pribadi muslim, anak-anak, dewasa, orang merdeka atau budak belian
apabila yang bersangkutan tidak mampu menunaikan zakat fitrinya, maka akan
ditanggung oleh orang tua atau walinya.
3Di dalam Alquran terdapat dua puluh tujuh ayat tentang kewajiban
shalat dengan kewajiban zakat yang saling beriringan.1 Menurut pendapat para
ulama, perintah tentang zakat dan shalat sebanyak delapan puluh dua kali dalam
Alquran,2 sehingga dapat dikatakan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan
manusia, oleh karena bukan karena aspek ibadah pada dimensi rohaniah pribadi
dalam kaitan vertikal kepada Allah swt. Tetapi pada saat yang sama juga sangat
kelihatan manfaat sosial ekonominya, yang secara langsung menyentuh pada
kehidupan masyarakat, yang berkaitan  dengan kenyataan adanya kesenjangan
ekonomi antara yang kaya dan yang miskin dalam kehidupan manusia.
Zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Bahkan
pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq orang-orang yang enggan berzakat
diperangi sampai mereka mau berzakat. Itu karena kewajiban berzakat sama
dengan kewajiban mendirikan shalat. Hal ini terdapat dalam QS al-Baqarah/2:43
             
Terjemahnya:
Dan kerjakanlah shalat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-
orang yang rukuk.3
Dalam QS al-Bayyinah/98: 5
                
       
1Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002). h.
1.
2Muhammad Zakariyya Al Kandahlawi, Fadhilah Sedekah (Bandung: Pustaka
Ramadhan, 2004), h. 249.
3Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
2012), h. 8.
4Terjemahnya:
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang
lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan
yang demikian Itulah agama yang lurus.4
Dalam QS al-Taubah/9 : 103
               
   
Terjemahnya:
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan5 dan mensucikan6 mereka dan mendoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.
dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.7
Prinsipnya ayat tersebut menjelaskan bahwa mereka yang mengakui
dosanya, sewajarnya dibersihkan dari noda, maka ayat ini memberi tuntunan
tentang cara membersihkan diri, dan untuk itu Allah swt. memerintahkan Nabi
saw. mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak.
Menurut Prof. Quraish Shihab, ayat tersebut membahas tentang
sekelompok orang yang imannya masih lemah, dengan menyatukan amal baik dan
buruk dalam setiap kegiatannya. Mereka diharapkan dapat diampuni Allah swt.
Salah satu cara pengampunan-Nya adalah melalui sedekah dan pembayaran zakat.
Karena itu, Nabi Muhammad saw. diperintahkan: Ambillah atas nama Allah swt
sedekah, yakni harta berupa zakat dan sedekah yang hendaknya mereka serahkan
dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, dari sebagian harta mereka,
bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik;
4Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 907.
5Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-
lebihan kepada harta benda. Lihat Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 273.
6Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan
memperkembangkan harta benda mereka. Lihat Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya,
h. 273.
7Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 273.
5dengannya yakni dengan harta yang engkau ambil itu engkau membersihkan harta
dan jiwa mereka dan mensucikan jiwa lagi mengembangkan harta mereka, dan
berdoalah untuk mereka guna menunjukkan restumu terhadap mereka dan
memohonkan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. Sesungguhnya doamu
itu adalah sesuatu yang dapat menjadi ketentraman jiwa bagi mereka yang selam
ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan sampaikanlah
kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.8
Menurut Imam Syafi’I, Allah swt. telah mewajibkan orang yang
memiliki harta yang harus dizakati untuk membayar zakat kepada orang-orang
yang berhak menerimanya. Allah swt. juga mewajibkan kepada orang orang yang
mewakilkan zakat untuk membayarkan kepada petugas zakat. Jika zakat telah
dibayarkan, maka petugas zakat, tidak boleh menarik zakatnya lagi, karena yang
wajib adalah satu kali zakat, bukan dua kali zakat.9
Ayat di atas menjadi dalil bahwa pemilik harta tidak boleh menolak apa
yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dan orang yang diwakili tidak boleh
mengabaikan tugasnya demi keuntungan atau kerugian mereka.10
Di negara Indonesia umat Islam yang merupakan komponen bangsa
wajib ikut serta dalam mengisi dan melanjutkan usaha-usaha pembangunan.
Dominasi dan potensi umat Islam tidak hanya kuantitasnya, tetapi juga substansi
ajarannya, Islam secara menyeluruh memerintahkan umatnya untuk membangun
umat dan bangsanya. Perintah Islam itu dibarengi dengan tuntutan operasional
8M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an vol 5),
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 666.
9 Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi’I Jilid 2, (Jakarta:
Almahira, 2008), h. 664.
10 Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi’I Jilid 2, (Jakarta:
Almahira, 2008), h. 665
6mengenai pembangunan itu dilakukan.
Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional. Pokok-pokok kebijaksanaan yang ada di dalamnya harus
sesuai dengan potensi dan kondisi yang dimiliki oleh daerah dalam menunjang
tercapainya tujuan pembangunan nasional, yakni meningkatnya taraf hidup dan
kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan perjuangan
yang terus-menerus yang dilaksanakan oleh pelaku pembangunan, termasuk di
dalamnya para penyelenggara negara, agar pembangunan nasional berjalan
kontinu seiring dengan pembangunan daerah.
Pemerintahan daerah berwenang untuk mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi
luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya
saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi dalam
mensejahterakan masyarakatnya dengan zakat ialah Kabupaten Sidrap dengan
melihat peningkatan pendapatan daerah tiap tahunnya sangat tinggi yang
bersumber dari pertanian, peternakan, dan pertambangan, namun kesehteraan
masyarakat belum merata yang tiap tahunnya masih banyak masyarakat berada di
bawah garis kemiskinan bahkan pada tahun 2014 berjumlah 9.571 jiwa yang
sebelumnya hanya 7.058 jiwa, belum terimplementasinya peran zakat terhadap
kesejahteaan rakyat, menunjukkan bahwa pengelolahan zakat yang dilakukan
lembaga pengelola zakat belum berjalan sesuai Undang-undang No. 23 Tahun
72011 tentang Pengelolaan Zakat perubahan atas Undang-undang No. 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Suatu peraturan efektif biasanya tercermin dari seriusnya dalam proses
penegakan hukum (law enforcement) ketidakberpihakan (imparsial) hukum yang
masih kabur dan tradisi orang bebas dari hukuman (impunity) hukum yang masih
tetap terpelihara tetapi tujuannya tidak tercapai. Isu belum terlaksananya dengan
baik dan efektif perundangan-undangan tentang zakat, akibatnya masyarakat yang
berada digaris kemiskinan  belum mampu mengatasi kesenjangan perekonomian.
Ada beberapa isu pengelolaan zakat : pertama, rendahnya pengetahuan
terhadap pengelolaan zakat yang berakibat pada ketidakefektifan pengumpulan
zakat, hal ini berimplikasi pada perlunya sosialisasi zakat guna menigkatkan
kesadaran membayar zakat; kedua, lemahnya keimanan mempengaruhi
ketidakefektifan pengumpulan zakat; ketiga, perbedaan pandangan terhadap
hukum zakat merupakan faktor penghambat ketidakoptimalan penghimpunan
zakat; keempat, faktor transparansi yang masih rendah dari lembaga zakat
berimplikasi terhadap rendahnya pembayaran zakat pada lembaga zakat. Mintarti
menyatakan bahwa salah satu masalah utama dalam pengelolaan zakat adalah
masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) amil zakat. Kebanyakan amil tidak
menjadikan pekerjaannya sebagai profesi atau pilihan karier, tapi sebagai
pekerjaan sampingan atau paruh waktu.11 Kondisi yang sama juga terjadi di
Kabupaten Sidrap, padahal dilihat dari potensi zakat yang ada dan banyaknya
masyarakat yang tergolong sejahtera, jika dioptimalkan penggunaannya  maka
seluruh masyarakat akan sejahtera.
Tabel 1.1 Keluarga Sejahtera
11Nana Mintarti, ’’ Membangun Kepercayaan Publik dan Kapasitas Pengelolaan Zakat di
Indonesia.‘’ 2012.
8Kecamatan Keluarga Sejahtera Keluarga Pra Sejahtera
Panca Lautang 202 582
Tellu Limpoe 595 1839
Watang Pulu 491 320
Baranti 309 108
Panca Rijang 392 567
Maritengngae 1303 1276
Dua Pitue 413 1349
Kulo 89 282
Pitu Riawa 446 1111
Pitu Riase 404 1563
Watang Sidenreng 274 574
Jumlah 4918 9571
Sumber: BKKBN Kabupaten Sidrap.
Berangkat dari kondisi dan realita tersebut, maka diperlukan kajian dan
penelitian tentang Efektivitas pengelolaan zakat mal terhadap peningkatan
kesejahteran masyarakat.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Untuk memudahkan dalam menganalisa hasil penelitian, maka penelitian
ini difokuskan pada pengelolaan zakat mal terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat di Kabupaten Sidrap. Untuk memberikan arah yang tepat terhadap
penelitian tersebut maka gambaran dari fokus penelitian tersebut sebagai berikut:
1. Zakat
Zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang
diwajibkan Allah swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak
9(mustahak).12 Secara umum, zakat dibedakan menjadi dua: pertama zakat harta;
dan kedua zakat fitri. Zakat harta terbagi dua yaitu zakat hasil pertanian dan zakat
hasil perniagaan.13 Secara etimologis kata zakat berasal dari kata ‘’zaka’’, yang
berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, berkembang. Adapun esensi
zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib
membayar zakat (muzakki) untuk diberikan kepada orang yang berhak
menerimanya (mustahiq).14 Zakat memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam
syariat Islam. Zakat menjadi salah satu dari lima rukun Islam. Kewajiban
membayar zakat adalah sama halnya kewajiban mendirikan shalat. Semua orang
Islam sepakat bahwa zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh mereka
yang telah mampu. Orang Islam yang meninggalkan kewajiban zakat berarti tidak
menyempurnakan keislamannya. Zakat merupakan bagian dari menafkahkan harta
dijalan Allah.
2. Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan masyarakat terdiri dari kata kesejahteraan dan masyarakat.
Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera, sejahtera menunjuk ke keadaan yang
baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam
keadaan sehat dan damai.15 Masyarakat berasal dari kata society, society berasal
dari bahasa latin societas, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain.
Societas diturunkan dari kata socius yang berarti teman, sehingga arti society
berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata society mengandung
makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang
12Muhammad Shohaluddin, Kamus Istilah; Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 192.
13Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 172.
14Suparman Usman, Hukum Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 158.
15https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan.
10
sama dalam mencapai tujuan yang bersama.16
Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem
semi tertutup atau terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara
individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata ‘’masyarakat’’
berakar dari kata bahasa Arab, musyarak.17 Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan
terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.18 Menurut Syaikh
Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah
masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama.
Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama
mereka berdasarkan kemaslahatan.19
Kesejahteraan Masyarakat adalah sekelompok manusia yang keadaan
masyarakatnya dalam kondisi makmur, sehat dan damai yang saling berinteraksi
satu sama lain antara individu-individu serta dapat berfikiran dan memiliki
perasaan yang sama dalam suatu sistem/aturan yang sama.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan
pokok masalah sebagai berikut: Bagaimana pengelolaan zakat mal terhadap
16https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat.
17https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat.
18Kamus Besar Bahasa Indonesia, offline.
19https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat.
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peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidrap? Dari pokok masalah
tersebut, dirumuskan sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat mal di Kabupaten Sidrap ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas pengelolaan zakat mal
di Kabupaten Sidrap ?
3. Bagaimanakah upaya optimalisasi zakat mal di BAZNAS Kabupaten Sidrap
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?
D. Kajian pustaka
Dalam penyusunan tesis dibutuhkan berbagai dukungan teori dari
berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana
penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian
terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun
penelitian yang memilih relevansi dengan judul , sebagai berikut:
Nurul Huda dkk, dalam bukunya Zakat Perspektif Mikro-Makro
Pendekatan Riset, buku ini terdiri dari lima bagian yang menyajikan zakat dikaji
baik secara teoretis maupun empiris. Pada bagian pertama membahas zakat pada
aspek teoretis, kemudian empat bagian berikutnya membahas zakat dalam
pendekatan riset. Riset pertama terkait permasalahan zakat Indonesia. Bagian
selanjutnya melihat zakat dalam perspektif mustahik dan muzaki. Pada perspektif
mustahik dilihat bagaimana peran zakat dalam mengatasi kemiskinan dan
ketimpangan. Adapun pada perspektif muzaki dilihat bagaimana intensitas muzaki
dalam membayar zakat. Namun buku ini tidak membahas tentang fungsi zakat
terhadap muzaki.
Nurhidayat, dalam tesisnya. Efektivitas Fungsi Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 38 Tahun 1999   tentang   Pengelolaan Zakat di Kabupaten
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Gowa, dalam tesis ini membahas fungsi pengelolaan zakat yang efektif di
Kabupaten Gowa dan Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan
zakat, dalam tesis ini penulis tidak menawarkan solusi-solusi untuk melaksanakan
pengelolaan zakat yang efektif.
Wahbah Al-Zuhayly, dalam bukunya Zakat: Kajian Berbagai Madzhab
dimana dalam buku ini membahas sebab, syarat dan rukun zakat yang
membandingkan pendapat para Imam Madzhab, pada bagian berikutnya
membahas waktu wajib zakat dan waktu pelaksanaan serta jenis harta yang
termasuk wajib zakat dalam pembahasan ini para Imam Madzhab berbeda
pendapat mengenai hal ini. Adapun pada bagian terakhir membahas secara tuntas
penerimaan dan penyebaran zakat serta adab dan larangan melaksanakan zakat.
Gus Arifin, Taudhihul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat,
Puasa, Haji, dan Jenazah.20 Buku ini merupakan karya Al maghfurlah KH.M.
Syafi’I Habzami yang telah ditata ulang, dalam buku ini berisi pertanyaan yang
dijawab langsung oleh penulis berdasarkan dalil-dalil dan menjelaskan secara
rinci setiap pertanyaan yang berhubungan dengan zakat, puasa, haji dan jenazah.
Ibnu Daqiq, Ihkamul Ahkam Syarh Umdatul Ahkam Jilid 1.21 Buku ini
berisi penjelasan tentang thaharah, shalat, jenazah dan zakat. Penjelasan mengenai
zakat dalam buku ini didasari sebuah hadis, hadis tersebut kemudian dijelaskan
kata demi kata untuk mempermudah pembaca dalam memahami.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan
yang ingin dicapai sebagai berikut:
20Diterbitkan di Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2010.
21Diterbitkan di Jakarta, Pustaka Azzam, 2012.
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a. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan zakat mal di Kabupaten
Sidrap.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan
zakat mal di Kabupaten Sidrap
c. Untuk mengetahi upaya optimalisasi pengelolaan zakat mal di BAZNAS
Kabupaten Sidrap dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi
tentang persepsi masyrakat terhadap Zakat yang berpotensi meningkatkan
kesejahteraan masayakat di Kabupaten Sidrap sebagai berikut:
a. Kegunaan Teoritik
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan/referensi dalam
smengembangkan teori/konsep dan ilmu pengetahuan khususnya dalam
bidang Ekonomi Syariah.
b. Kegunaan Praktis
Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi
masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan
masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini yang berkaitan
dengan Zakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat .
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BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Tinjauan tentang Zakat
1. Pengertian Zakat
Secara etimologis kata zakat berasal dari kata ‘’zaka>’’, yang berarti
suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, berkembang. 1 Makna zakat adalah
lafash musytarakah (kata yang mengandung sejumlah makna), antara
thaharah/kebersihan, an-namaa/ pertumbuhan, berkah dan pujian.2 Secara harfiah
zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti ‘’memurnikan’’ dan
‘’menumbuhkan’’.3
Zakat juga bermakna kebaikan dan asal kata tersebut dari penambahan
kebaikan. Seperti kata, ‘’rajulun zaka>’’ bertambah kebaikannya.4. Zakat secara
bahasa bahasa merujuk pada beberapa makna, diantaranya, tumbuh, pujian, dan
penyucian.5 Adapun dalam pengertian syariat, zakat adalah kewajiban yang
khusus berkenaan dengan harta tertentu, untuk kelompok tertentu dan pada waktu
tertentu.6
Menurut istilah zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan
Allah swt. diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.7 Sedangkan
menurut ulama fiqih, zakat adalah memberikan harta tertentu yang dimiliki untuk
orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Sementara madzhab Hambali
1Suparman Usman, Hukum Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 158
2Abdullah Muhammad Ath-Thayyar, Bunga Rampai Hukum Islam: Zakat (Jakarta:
Griya Ilmu,2011), h. 11.
3Nurul Huda dkk, Zakat Perspektif Mikro-Makro (Jakarta: Kencana, 2015), h. 1.
4Abdullah Muhammad Ath-Thayyar, Bunga Rampai Hukum Islam : Zakat, h. 12.
5Khalid Bin Ali al-Musyaiqih, Buku Pintar Ibadah (Klaten: Wafa Press, 2014), h. 246.
6Khalid Bin Ali al-Musyaiqih, Buku Pintar Ibadah, h. 247.
7Nurul Huda dkk, Zakat Perspektif Mikro-Makro, h. 3.
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mendefinisikan zakat dengan makna: hak orang lain yang wajib dikeluarkan dari
harta tertentu untuk golongan tertentu dan waktu tertentu.8 Definisi Madzhab
Hambali ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan definisi para ulama lainnya.
Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,
bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan
uasaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat
Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dari lima rukun yang membentuk
Islam. Oleh karena itu hukum berzakat bagi orang yang sudah memenuhi syarat
adalah fard}u ’ain.9
Berdasarkan definisi-definisi zakat di atas dapat dipahami bahwa zakat
merupakan kewajiaban seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang
telah mencapai nisab dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang
yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan
hartanya sesuai yang disyariatkan dalam Alquran.
1. Tujuan Zakat
Zakat memiliki tujuan kemanusiaan yang luhur, merupakan contoh
konkrit dari budi pekerti yang agung. Islam bertujuan untuk merealisasikan dan
mengokohkan tujuan-tujuan tersebut melalui kewajiban zakat. Ketika kaum
Muslimin menjunjung tinggi kewajiban zakat sebagaimana yang disyariatkan oleh
Allah swt dan Rasul-Nya, niscaya akan dapat terealisasikan tujuan-tujuan zakat
yang mulia tadi, dan akan nampak pengaruhnya baik dalam kehidupan individu
maupun sosial.
Tujuan zakat dalam Islam adalah sebagai berikut: zakat adalah ibadah
8Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fiqih Empat Madzhab, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2015), h. 422.
9Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fiqih Empat Madzhab, jilid 2, h. 422.
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harta; zakat merupakan pembersih jiwa dari sifat bakhil, loba, dan tamak; zakat
merupakan pertolongan bagi kaum lemah, pun sebagai upaya mencukupi
kekurangan mereka; zakat akan menumbuhkan ruh sosial antar individu; zakat
menggugurkan dosa dan menghalau malapetaka; zakat merupakan sumber
ketenteraman dan ketenangan; zakat akan menumbuhkan kepribadian pemberi
zakat; zakat menanamkan rasa cinta; zakat merupakan pembersih harta; zakat
adalah ujian Allah swt bagi seluruh hamba-Nya; dan pada zakat terdapat dorongan
untuk beramal, bersungguh-sungguh, dan pantang menyerah.10
Menurut Suparman Usman, tujuan pengelolaan zakat adalah
meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, sesuai dengan
tuntunan agama; meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; meningkatkan hasil
guna dan daya guna zakat.11
Berdasarkan Undang-undang, pengelolaan zakat bertujuan untuk
meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
penanggulangan kemiskinan.12 Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan
kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomi, merealisasi fungsi
harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (jiha>d fi Sabi>lillah),
dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.13
Menurut Muhammad Daud Ali, Tujuan zakat adalah sasaran praktis
yang hendak dicapai, antara lain, yaitu (a) mengangkat derajat fakir miskin dan
10Abdullah Muhammad Ath-Thayyar, Bunga Rampai Hukum Islam : Zakat, h. 33.
11Suparman Usman, Hukum Islam, h. 165.
12Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
13Abdurrahman Qadir, Zakat (dalam dimensi Mahdah dan Sosial), (Jakarta: Raja
Grafindo, 2001), h.74.
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membantunya keluar dari kesulitan hidup serta serta penderitaan; (b) membantu
pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin (orang yang
berutang), ibnu sabi>l (orang  yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang
bermaksud baik), dan para mustahi>k (orang yang berhak menerima zakat)
lainnya; (c) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam
dan manusia pada umumnya; (d) menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik
harta; (e) membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang orang-orang miskin;
(f) menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dengan yang miskin; (g)
mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri sesoeorang, terutama pada
mereka yang mempunyai harta; (h) mendidik manusia untuk berdisiplin
menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya, dan
(i) sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.14
2. Hikmah zakat
Pada dasarnya semua isi alam ini diciptakan oleh Allah swt. bagi
kepentingan seluruh umat manusia. Keadaan tiap manusia berbeda, ada yang
memiliki harta benda yang berlebihan, ada yang memiliki harta benda yang
kurang, bahkan ada pula yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh
karena itu, zakat menjadi solusi untuk menolong, membantu, menyantuni orang –
orang yang tidak mampu dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, serta
menyeimbangkan pemamfaatan harta, agar harta tidak hanya beredar ditangan
orang-orang kaya.
Ibadah zakat jikalau dilaksanakan dengan benar, akan melahirkan
14Lihat Muhammad Daud Ali, ‘’Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf’’ dalam M.
Arifin Hamid, Hukum Zakat Dan Pengembangan dan Pendayagunaannya (Urgensi aplikasinya di
Indonesia), (Makassar: PT. Umitoha Ukhwuah Grafika, 2006). h. 57.
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dampak positif, baik bagi diri muzakki maupun bagi masyarakat pada umumnya,
diantaranya:15
a. Menkikis sifat kikir dan melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan,
yang dapat mengantarkan menjadi orang yang mensyukuri nikmat dari
Allah swt. untuk mensucikan harta dan diri;
b. Menciptakan ketenagan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima
zakat. Zakat dapat menghilangkan kedengkian dan iri hati dalam
masyarakat. Terjadinya kesenjanagan social dan menimbulkan ketegangan,
kecemasan, dan permusuhan dalam masyarakat, yang menyebabkan
keresahan bagi pemilik harta;
c. Menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda, baik dari segi
mental spiritual maupun dari segi ekonomi psikologis;
d. Menciptakan dan memelihara persatuan, persaudaraan sesame unmat
manusia dan menumbuhkan solidaritas social secara nyata dan
berkesinambungan.
Menurut Abu Bakr Al-Jazairi, hikmah disyariatkannya zakat16 adalah
sebagai berikut:
a. Membersihkan jiwa manusia dari kotoran kikir, keburukan, dan kerakusan.
b. Membantu orang-orang miskin dan menutup kebutuhan orang-orang yang
berada  dalam kesulitan dan penderitaan
c. Menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan umum dimana kehidupan dan
kebahagiaan umat sangat terkait dengannya.
d. Membatasi pembengkakan kakayaan di tangan orang-orang kaya dan para
pedagang, agar harta tidak beredar dikalangan tertentu, atau hanya beredar
dikalangan orang-orang kaya saja.
15Suparman Usman, Hukum Islam, h. 161.
16Abu Bakr Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 396.
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Allah mewajibkan zakat sebagai suatu ketaatan kepada-Nya dan sebagai
ungkapan syukur atas nikmat yang dianugerahkannya, baik nikmat yang zhahir
maupun nikmat batin. Dengan menunaikan zakat ada kepuasan tersendiri yang
didapatkan setelah melaksanakannya yaitu:
a. Mengokohkan persaudaraan antara sesama dengan menjalin persaudaraan,
silaturahim, dan saling membantu.
b. Menghapus tiga penyakit sosial yaitu kemiskinan, kebodohan, dan
penyakit (kikir, rakus dsb).
3. Syarat-Syarat Zakat
Zakat diwajibkan apabila sudah terpenuhi syaratnya, adapun syarat
zakat17 adalah sebagai berikut: pertama, merdeka, artinya zakat tidak diwajibkan
kepada budak. Karena budak statusnya tidak memiliki harta, adapun harta yang
dimilikinya dihukumi sebagai milik  tuannya, maka yang wajib membayar
zakatnya adalah tuannya; kedua, pemilik harta adalah seorang muslim, artinya
zakat tidak diwajibkan bagi orang kafir, karena mereka tidak diperintahkan untuk
menunaikannya; ketiga, telah mencapai nishabnya. Artinya, harta tidak wajib
dikeluarkan zakatnya apabila belum mencapai nishabnya. Yaitu kadar tertentu
pada harta; keempat, tetapnya hak kepemilikan. Yaitu tidak ada hak orang lain
dalam harta tersebut, karena tidak ada zakat pada harta yang kepemilikannya
masih belum tetap, seperti hutang budak yang hendak memerdekakan dirinya,
karena budak yang masih dikuasai tuannya, tidak bisa bebas berbuat dan tidak
bisa melaksanakannya; kelima, sudah mencapai haulnya (sudah berada dalam
kepemilikan selama setahun).
Menurut Syaikh Abdurrahman Al-Jazairi, syarat-syarat yang harus
17Khalid Bin Ali al-Musyaiqih, Buku Pintar Ibadah, h. 247-248.
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dipenuhi sebelum seseorang diwajibkan untuk menunaikan zakat18 adalah sebagai
berikut: pertama, Mencapai usia baligh. Maka dari itu tidak diwajibkan berzakat
bagi anak kecil meskipun dia memiliki harta yang berlimpah; kedua, berakal
sehat, tidak diwajibkan zakat bagi orang yang tidak waras; ketiga, beragama
Islam, tidak diwajibkan zakat bagi seorang yang kafir, baik itu kafir yang murtad
maupun kafir sedari dulu; keempat, kepemilikan penuh; kelima, mencapai
nisabnya19. Maka dari itu tidak diwajibkan zakat jika harta belum mencapai
nisabnya; keenam, mencapai haul, yakni harta yang hendak dizakatkan itu telah
dimiliki selam satu tahun penuh; ketujuh, status merdeka, tidak diwajibkan zakat
bagi hamba sahaya meskipun hartanya mencapai nisab; kedelapan, nisabnya
terbebas dari hutang, tidak diwajibkan zakat harta yang mencapai nisab namun
ada hutang yang harus dibayarkan.
Menurut Wahbah Zuhaili, Zakat diwajibkan kepada setiap muslim yang
merdeka meskipun belum mukallaf dan memiliki harta mencapai nisab dalam
masa satu tahun. Karena itu orang yang belum merdeka dan nonmuslim tidak
wajib zakat. Sedangkan orang murtad yang kembali masuk Islam wajib
mengeluarkan zakat yang telah lewat. Apabila dia meninggal dalam keadaan
murtad maka tidak wajib menunaikan zakat. 20
Zakat juga diwajibkan bagi anak-anak dan orang gila, Karena hadis
shahih menyatakan, zakat wajib hukumnya bagi kaum muslimin. Maksudnya,
zakat diambil dari harta mereka, dan wali wajib mengeluarkannya.21 Ada
18Syaikh Abdurrahman Al-Jazuiri, Fiqih Empat Madzhab jilid 2, h. 424-431.
19Nisab adalah batas harta yang ditetapkan dalam syariat Islam untuk kewajiban
berzakat, baik itu harta yang berupa emas atau yang lainya. Lihat  Syaikh Abdurrahman Al-Jazuiri,
Fiqih Empat Madzhab jilid 2, h. 428.
20Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’I (Jakarta: Almahira, 2010), h. 434.
21Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’I, h. 434.
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perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenaI kewajiban zakat bagi anak-anak
dan orang gila.
Orang yang baru masuk Islam tidak wajib mengeluarkan zakat, pada
masa kekafirannya. Namun, apabila dia meninggal dalam kondisi kafir, dia
mendapat tuntutan dan siksaan diakhirat sebagaimana halnya jika meninggalkan
kewajiban lainnya.22
4. Jenis-Jenis Zakat
Secara umum, zakat dapat dibedakan menjadi dua: pertama, zakat fitri;
dan kedua zakat harta. Adapun jenis harta yang wajib dizakati yaitu: Menurut,
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah23, ada empat jenis harta: tanaman dan buah-buahan;
hewan ternak; emas dan perak; dan harta benda yang diperdagangkan, sedangkan
menurut M. Syafi’i Habzami24: emas dan perak; hasil pertanian, perdagangan;
barang tambang; binatang ternak; zakat profesi, dan keempat Ulama madzhab
yaitu Hanafi, Hambali, Maliki dan Asy-Syafi’I sepakat mengenai harta yang wajib
dikeluarkan zakatnya antara lain25: emas dan perak; komoditas perniagaan; hasil
pertanian dan perkebunan, walaupun ada perbedaan pendapat mengenai syarat dan
kadarnya.
Berdasarkan pendapat para ulama, semuanya sepakat mengenai jenis
harta yang wajib walaupun M. Syafi’I Habzami menambahkan zakat profesi juga
termasuk dalam harta yang wajib dizakati. Dengan melihat modernisasi dalam
Islam saat tak dapat dipungkiri, bayak profesi yang perlu dibersihkan dan
disucikan dengan mengeluarkan zakatnya.
22Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’I, h. 434.
23Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Zadul Ma’ad Bekal Perjalanan Akhirat Jilid 2 (Jakarta:
Griya Ilmu, 2015), h. 171.
24Gus Arifin, Taudhihul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji,
dan Jenazah (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2010), h. 8.
25Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’I, h. 434.
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a. Zakat Fitri
Zakat fitri disebut juga zakat al-nafs (zakat jiwa). Artinya zakat yang
berfungsi membersihkan jiwa setiap Muslim dan menyantuni orang miskin.26
Zakat fitri hukumnya wajib bagi setiap Muslim yang mampu untuk
menunaikannya.27 Pelaksanakan zakat fitri dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah
puasa pada bulan Ramadahan, sebelum ditetapkannya kewajiban zakat secara
umum, Rasulullah saw. pernah mensyariatkan zakat fitri pada khutbah yang beliau
sampaikan sebelum datangnya hari raya Idul fitri. Mengenai kewajiban zakat
Allah swt berfirman dalam QS al-Baqarah/2:43
             
Terjemahnya:
Dan kerjakanlah shalat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-
orang yang rukuk.28
Jenis zakat fitri yang wajib dikeluarkan adalah berupa bahan makanan
pokok, baik berupa gandum, beras, atau jenis makanan pokok lain yang ada
didaerah tersebut. Pelaksanaan zakat fitri dilaksanakan sebelum perayaan idul
fitri, dibolehkan mengeluarkannya satu atau dua hari sebelum idul firi.
Sebagaimana dalam sebuah hadis. Rasulullah saw bersabda
26Suparman Usman, Hukum Islam, h. 161.
27Syaikh Abdurrahman Al-Jazuiri, Fiqih Empat Madzhab jilid 2, h. 486.
28Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
2012), h. 8.
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 َﻓ اًﺮﯿِﻌَﺷ
 ِﻦْﯿَﻣَْﻮﯾ َْوأ ٍمَْﻮِﯿﺑ ِﺮِْﻄﻔْﻟا َﻞَْﺒﻗ َنُﻮﻄُْﻌﯾ
Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan
kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub
dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu
'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri, atau katanya zakat Ramadhan
bagi setiap laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak
satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum". Kemudian orang-orang
menyamakannya dengan setengah sha' untuk biji gandum. Adalah Ibnu
'Umar radliallahu 'anhuma bila berzakat dia memberikannya dengan
kurma. Kemudian penduduk Madinah kesulitan mendapatkan kurma
akhirnya mereka mengeluarkan gandum. Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma
memberikan zakatnya atas nama anak kecil maupun dewasa hingga atas
nama bayi sekalipun dan Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma memberikannya
kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan
zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari Raya 'Iedul Fithri.29
Dalam hadis diriwayatkan Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu, Rasulullah saw
bersabda
 ِكُﻮﻠْﻤَﻤْﻟاَو
Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada
kami Yahya dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya
Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata; "Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri satu sha' dari gandum atau sha'
dari kurma bagi setiap anak kecil maupun dewasa, orang yang merdeka
maupun hamba sahaya (budak) ".30
29Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari, (Bandung: Jabal, 2012), h. 235.
30Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari, (Bandung: Jabal, 2012), h. 231.;
Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam,
2007), h. 235.
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b. Zakat Mal (Harta)
1) Emas dan perak
Dasar hukum zakat emas dan perak adalah firman Allah dalam QS
al-Taubah/9: 34 – 35 sebagi berikut:
َﺎﻳﺎَﻬـﱡَﻳأ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ْاﻮُﻨَﻣآ ﱠنِإ ًاﲑِﺜَﻛ َﻦﱢﻣ ِرﺎَﺒْﺣَﻷا ِنﺎَﺒْﻫﱡﺮﻟاَو َنﻮُﻠُﻛْﺄََﻴﻟ َلاَﻮَْﻣأ ِسﺎﱠﻨﻟا ِﻞِﻃﺎَﺒْﻟِﺎﺑ
 َنوﱡﺪُﺼَﻳَوﻦَﻋ ِﻞﻴِﺒَﺳ ِﻪّﻠﻟا َﻦﻳِﺬﱠﻟاَو َنوُﺰِﻨْﻜَﻳ َﺐَﻫﱠﺬﻟا َﺔﱠﻀِﻔْﻟاَو َﻻَوﺎَﻬَـﻧﻮُﻘِﻔُﻨﻳ ِﰲ ِﻞﻴِﺒَﺳ ِﻪّﻠﻟا
ﻢُﻫْﺮﱢﺸَﺒَـﻓ ٍباَﺬَﻌِﺑ ٍﻢِﻴَﻟأ-٣٤ - َمْﻮَـﻳﻰَﻤُْﳛﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ ِﰲ ِرَﺎﻧ َﻢﱠﻨَﻬَﺟىَﻮْﻜُﺘَـﻓ ْﻢُﻬُﻫَﺎﺒِﺟ
 ْﻢُﻬُـﺑﻮﻨُﺟَو ْﻢُﻫُرﻮُُﻬﻇَواَﺬـَﻫﺎَﻣ ُْﰎْﺰَـﻨَﻛ ْﻢُﻜِﺴُﻔَﻧﻷ ْاﻮُﻗوُﺬَﻓﺎَﻣ ْﻢُﺘﻨُﻛ َنوُﺰِﻨْﻜَﺗ -٣٥-
Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari
orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan
harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-
halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang
menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan
Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa
mereka akan mendapat) azab yang pedih.31
Nishab dan kadar zakatnya:
a. Emas
Nish}ab emas adalah sebesar 20 dinar32, sedangkan zakat yang
dikeluarkan adalah sebanyak 1/40 (atau 2,5 persen)
b. Perak
Nish}ab perak adalah 200 dirham, sedangkan zakat yang dikeluarkan
adalah sebanyak 1/40 (atau 2,5 persen)
2) Hasil Pertanian dan Perkebunan
31Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
2012), h. 259.
32Satu dinar = 4,25 gram, sedangkan 20 dinar = 4,25 x 20 = 85 gram. Lihat Syaikh
Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Alquran dan Sunnah Jilid 2
(Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2008), h. 33.
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Dasar hukum zakat pertanian dan perkebunan adalah firman Allah
dalam QS al-An’am/6: 141 sebagai berikut:
 َﻮُﻫَويِﺬﱠﻟا َﺄَﺸَﻧأ ﱠﻨَﺟ ٍتﺎ ٍتﺎَﺷوُﺮْﻌﱠﻣ َﺮْـﻴَﻏَو ٍتﺎَﺷوُﺮْﻌَﻣ َﻞْﺨﱠﻨﻟاَو َْعرﱠﺰﻟاَو ًﺎﻔِﻠَﺘُْﳐ ُﻪُﻠُﻛُأ
 َنﻮُﺘْـﻳﱠﺰﻟاَو َنﺎﱠﻣﱡﺮﻟاَو َﺮْـﻴَﻏَو ٍﻪِﺑﺎَﺸَﺘُﻣ ْاﻮُﻠُﻛﻦِﻣ ِِﻩَﺮَﲦاَذِإ ََﺮَْﲦأ ْاﻮُﺗآَو ُﻪﱠﻘَﺣ َمْﻮَـﻳ ِﻩِدﺎَﺼَﺣ
 َﻻَو ْاﻮُِﻓﺮْﺴُﺗ ُﻪﱠﻧِإ َﻻ ﱡﺐُِﳛ َﲔِِﻓﺮْﺴُﻤْﻟا-١٤١-
Terjemahnya:
Dia-lah yang Menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan
yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam
rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan
tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan
berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi
janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berlebih-lebihan.33
Dalam hadis Rasulullah saw bersabda
ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ُﺪْﺒَﻋ ِﻪﱠﻠﻟا ْﺑ ُﻦ َﻒُﺳُﻮﻳَﺎﻧَﺮَـﺒْﺧَأ ٌﻚِﻟﺎَﻣ ْﻦَﻋ ِﺪﱠﻤَُﳏ ِﻦْﺑ ِﺪْﺒَﻋ ِﻦَْﲪﱠﺮﻟا ِﻦْﺑ ِﰊَأ َﺔَﻌَﺼْﻌَﺻ
 ﱢِﱐِزﺎَﻤْﻟا ْﻦَﻋ ِﻪِﻴَﺑأ ْﻦَﻋ ِﰊَأ ٍﺪﻴِﻌَﺳ ﱢِيرُْﺪْﳋا َﻲِﺿَر ُﻪﱠﻠﻟا ُﻪْﻨَﻋ ﱠنَأ َلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟاﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ
 َﻢﱠﻠَﺳَو َلَﺎﻗ َﺲَْﻴﻟﺎَﻤﻴِﻓ َنوُد ِﺔَﺴَْﲬ ٍﻖُﺳْوَأ ْﻦِﻣ ِﺮْﻤﱠﺘﻟا ٌﺔَﻗَﺪَﺻ َﺲَْﻴﻟَوﺎَﻤﻴِﻓ َنوُد ِﺲَْﲬ
 ٍقاَوَأ ْﻦِﻣ ِِقرَﻮْﻟا ٌﺔَﻗَﺪَﺻ َﺲَْﻴﻟَوﺎَﻤﻴِﻓ َنوُد ِﺲَْﲬ ٍدْوَذ ْﻦِﻣ ِﻞِﺑ ِْﻹا ٌﺔَﻗَﺪَﺻ ﻦﺑا ﻩاور)
(ﻪﺟﺎﻣ
Artinya:
Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah
mengabarkan kepada kami Malik dari Muhammad bin
'Abdurrahman dari Abu Sha'sha'ah Al Maziniy dari bapaknya dari
Abu Sa'id Al Khudriy bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah
bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurma dibawah
lima wasaq, tidak ada zakat harta dibawah lima wasaq dan tidak
ada zakat pada unta dibawah lima ekor".34
Nish}ab dan kadar zakatnya:
33Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 197.
34Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Alquran
dan Sunnah Jilid 2, h. 64.
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Nish}ab nya sebanyak 5 wasaq = 300 sh}aa’ = 652,8 kg atau 653,
sedangkan kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/10 jika hasil
tanaman tersebut tumbuh dan berkembang tanpa disiram atau tanpa biaya
perawatannya, tanpa membayar orang lain untuk merawatnya. Apabila
pemeliharaannya memerlukan biaya maka kadar zakat yang harus
dikeluarkan sebanyak 1/20. 35
3) Perdagangan
Adapun dasar hukum zakat perdagangan sesuai dengan firman
Allah dalam QS al-Baqarah/2: 267 sebagai berikut:
َﺎﻳﺎَﻬـﱡَﻳأ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ْاﻮُﻨَﻣآ ْاﻮُﻘِﻔَﻧأﻦِﻣ ِتﺎَﺒﱢَﻴﻃﺎَﻣ ْﻢُﺘْﺒَﺴَﻛﺎﱠِﳑَوﺎَﻨْﺟَﺮْﺧَأﻢُﻜَﻟ َﻦﱢﻣ ِضْرَﻷا َﻻَو
 ْاﻮُﻤﱠﻤَﻴَـﺗ َﺚﻴَِﺒْﳋا ُﻪْﻨِﻣ َنﻮُﻘِﻔُﻨﺗﻢُﺘْﺴَﻟَو ِﻪﻳِﺬِﺧِﺂﺑ ﱠﻻِإنَأ ْاﻮُﻀِﻤْﻐُـﺗ ِﻪﻴِﻓ ْاﻮُﻤَﻠْﻋاَو ﱠنَأ َﻪّﻠﻟا ﱞِﲏَﻏ
 ٌﺪﻴ َِﲪ-٢٦٧ -
Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa
yang Kami Keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu
memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah
bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.36
Nish}ab dan kadar zakatnya:
Nish}ab nya berpedoman pada emas (yaitu senilai 85 gram) yang
dihitung dari modal + laba. Kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak
2,5 persen. 37
4) Binatang ternak
35Gus Arifin, Taudhihul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji,
dan Jenazah, h. 7.
36Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
2012), h. 46.
37Gus Arifin, Taudh}ihul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji,
dan Jenazah, h. 8
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Dasar hukum:
Dalam hadis Rasulullah saw bersabda
 ِﻠْﺴُﻤْﻟا ْﻦِﻣ َﺎَﮭِﻠﺌُﺳ ْﻦََﻤﻓ َُﮫﻟﻮُﺳَر َﺎِﮭﺑ ُ ﱠﷲ َﺮََﻣأ ِﻲﺘﱠﻟاَو َﻦﯿِِﻤﻠْﺴُﻤْﻟا
 ُْﻧأ ٍضﺎَﺨَﻣ ُﺖِْﻨﺑ َﺎﮭِﯿَﻔﻓ
 َِﻔﻓ َﻦﯿِﻌْﺒَﺳَو ٍﺲْﻤَﺧ َﻰِﻟإ َﻦﯿﱢﺘِﺳَو ًةَﺪِﺣاَو ْﺖََﻐَﻠﺑ اَِذَﺈﻓ ِﻞَﻤَﺠْﻟا
 ﱢﻞُﻛ ِﻲَﻔﻓ ٍَﺔﺋﺎِﻣَو
 ْﻦِﻣ ﺎًﺴْﻤَﺧ ْﺖََﻐَﻠﺑ اَِذَﺈﻓ َﺎﮭﱡﺑَر َءﺎََﺸﯾ َْنأ ﱠِﻻإ ٌَﺔﻗَﺪَﺻ َﺎﮭِﯿﻓ َﺲَْﯿَﻠﻓ ِِﻞﺑ ِْﻹا ْﻦِﻣ ٌَﻊﺑَْرأ ﱠِﻻإ
 ٍَﺔﺋﺎِﻣ
 َﺎﮭِﯿﻓ َﺲَْﯿَﻠﻓ ًَﺔﺋﺎِﻣَو َﻦﯿِﻌِْﺴﺗ ﱠِﻻإ ْﻦَُﻜﺗَﺎﮭﱡﺑَر َءﺎََﺸﯾ َْنأ ﱠِﻻإ ٌءْﻲَﺷ
:Artinya
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Al
Mutsanna Al Anshariy berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dia
berkata, telah menceritakan kepada saya Tsumamah bin 'Abdullah bin
Anas bahwa Anas menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radliallahu
'anhu telah menulis surat ini kepadanya (tentang aturtan zakat) ketika dia
mengutusnya ke negeri Bahrain: "Bismillahir rahmaanir rahiim. Inilah
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kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah
Shallallahu'alaihiwasallam terhadap kaum Muslimin dan seperti yang
diperintahklan oleh Allah dan rasulNya tentangnya, maka barangsiapa dari
kaum Muslimin diminta tentang zakat sesuai ketentuan maka berikanlah
dan bila diminta melebihi ketentuan maka jangan memberinya, yaitu
(dalam ketentuan zakat unta) pada setiap dua puluh empat ekor unta dan
yang kurang dari itu zakatnya dengan kambing. Setiap lima ekor unta
zakatnya adalah seekor kambing. Bila mencapai dua puluh lima hingga
tiga puluh lima ekor unta maka zakatnya satu ekor bintu makhadh betina.
Bila mencapai tiga puluh enam hingga empat puluh lima ekor unta maka
zakatnya 1 ekor bintu labun betina, jika mencapai empat puluh enam
hingga enam puluh ekor unta maka zakatnya satu ekor hiqqah yang sudah
siap dibuahi oleh unta pejantan. Jika telah mencapai enam puluh satu
hingga tujuh puluh lima ekor unta maka zakatnya satu ekor jadza'ah. Jika
telah mencapai tujuh puluh enam hingga sembilan puluh ekor unta maka
zakatnya dua ekor bintu labun. Jika telah mencapai sembilan puluh satu
hingga seratus dua puluh ekor unta maka zakatnya dua ekor hiqqah yang
sudah siap dibuahi unta jantan. Bila sudah lebih dari seratus dua puluh
maka ketentuannya adalah pada setiap kelipatan empat puluh ekornya,
zakatnya satu ekor bintu labun dan setiap kelipatan lima puluh ekornya
zakatnya satu ekor hiqqah. Dan barangsiapa yang tidak memiliki unta
kecuali hanya empat ekor saja maka tidak ada kewajiban zakat baginya
kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkan zakatnya karena hanya pada
setiap lima ekor unta baru ada zakatnya yaitu seekor kambing. Dan untuk
zakat kambing yang digembalakan di ea radliallahu 'anhu bukan dipelihara
di kandang, ketentuannya adalah bila telah mencapai jumlah empat puluh
hingga seratus dua puluh ekor maka zakatnya adalah satu ekor kambing,
bila lebih dari seratus dua puluh hingga dua ratus ekor maka zakatnya dua
ekor kambing, bila lebih dari dua ratus hingga tiga ratus ekor maka
zakatnya tiga ekor kambing, bila lebih dari tiga ratus ekor, maka pada
setiap kelipatan seratus ekor zakatnya satu ekor kambing. Dan bila seorang
pengembala memiliki kurang satu ekor saja dari empat puluh ekor
kambing maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali bila pemiliknya
mau mengeluarkannya. Dan untuk zakat uang perak (dirham) maka
ketentuannya seperempat puluh bila (telah mencapai dua ratus dirham) dan
bila tidak mencapai jumlah itu namun hanya seratus sembilan puluh maka
tidak ada kewajiban zakatnya kecuali bila pemiliknya mau
mengeluarkannya".38
Nish}ab dan kadar zakatnya:39
38Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari, (Bandung: Jabal, 2012), h. 224
39Gus Arifin, Taudh}ihul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan
Jenazah, h. 8-9.
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a. Unta
(1) 5 ekor : 1 ekor kambing
(2) 20 ekor : 4 ekor kambing
(3) 25 ekor : 1 ekor makhad}40 betina
b. Sapi/kerbau
(1) 30 ekor : 1 ekor berumur 1-2 tahun
(2) 40 ekor : 1 ekor berumur 2-3 tahun
(3) 60 ekor : 2 ekor berumur 1-2 tahun
(4) 70 ekor : 1 ekor berumur 1-2 tahun dan 1 ekor berumur 2-3 tahun
c. Kambing/domba
(1) 40 – 120 ekor : 1 ekor
(2) 121- 200 ekor : 2 ekor
(3) 201-399 ekor : 3 ekor
(4) 400-499 ekor : 4 ekor
(5) 500-599 ekor : 5 ekor
5) Zakat profesi
Dalam kaitannya dengan pekerjaan bidang jasa dapat dibagi
menjadi dua bagian:41
Pertama, pekerjaan yang tidak terikat dengan pihak lain (al-Mihan
al-hurrah), yaitu orang-orang yang bekerja memberikan pelayanan atau
jasa tanpa terikat dengan pihak lain. Contohnya: dokter, notaries, lawyer
(pengacara), artis, seniman, dan sebagainya. Masing-masing memperoleh
40Yaitu unta betina yang telah berumur satu tahun dan induknya sudah hamil kembali.
Lihat Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Alquran dan
Sunnah Jilid 2, h. 65.
41Gus Arifin, Taudh}ihul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji,
dan Jenazah, h. 9.
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upah atau imbalan yang cukup besar dari jasa dan pelayanan yang mereka
kerjakan.
Kedua, pekerjaan yang terikat dengan pihak lain atau yang dikenal
kerja profesi (kasb al-‘amal). Yaitu orang-orang yang melaksanakan
pekerjaannya melalui sebuah ‘’kontrak’’ atau perjanjian dengan lain,
misalnya pegawai negeri sipil, dinas ketentaraan, polri, pegawai pabrik,
pegawai swasta.
Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama
terkait kewajiban zakat profesi.
Ulama yang mewajibkan zakat profesi:42
a. Ibnu hazm menjelaskan adalah sah riwayat dari Ibnu Abbas bahwa
beliau mewajibkan zakat pada setiap harta yang wajib dizakati pada
waktu dimiliki oleh seorang muslim.
b. Abu Ubaid meriwayatkan dari Hubairah bin Yarim bahwa Abdullah
Ibnu Mas’ud memungut zakat gaji prajurit (al-‘atha) yang terjadi
dalam peperangan kecil
c. Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa orang yang
pertama memungut zakat dari gaji (al-a’thiyah) adalah Mu’awiyah bin
Abi Sufyan
d. Az–Zuhri, Al-Hasan Makhul dan Al-Auza’i memandang wajib
mengeluarkan zakat dari gaji dan pendapatan lainnya
e. Madzhab Ja’fari seperti An-Nashir, Ash-Shadiq, dan Al-Baqir
sependapat dengan Daud Ad-Ddhahiri bahwa orang yang meneriama
42Gus Arifin, Taudh}ihul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji,
dan Jenazah, h. 10-11.
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gaji mencapai nishab harus mengeluarkan zakatnya seketika, tanpa
menunggu haul
f. Dari Imam Ahmad diriwayatkan bahwa barang siapa yang
menyewakan rumah atau tanah dan harganya mencapai nishab, maka
harus dikeluarkan zakatnya.
g. Asy-Syirazi dari kalangan Syafi’iyah mengatakan bahwa orang yang
memperoleh uang sewa dari sebuah rumah dan telah mencapai haul
maka zakatnya wajib dikeluarkan walaupun pihak penyewa belum
memanfaatkan sampai habis masa kontraknya. Alasannya karena uang
sewa tersebut telah menjadi milik penuh pihak yang menyewakan
sama halnya dengan uang mahar bagi seorang wanita. Menurut Asy-
Syirazi, bahwa: ‘’Setiap pendapatan yang diterima oleh seorang
muslim, baik berupa uang hasil sewaan rumah atau uang mahar
apabila mencapai nishab dan haul, maka wajib dibayar zakatnya’’
Hal ini bisa dianalogikan dengan pendapatan profesi, karena kedua-
duanya sama-sama menawarkan jasa dan pelayanan.
Ulama yang tidak mewajibkan zakat profesi:43
a. Riwayat Imam Malik dari Muhammad bin Uqbah bahwa dia bertanya
kepada Qasim bin Muhammad tentang seorang budak yang
membebaskan diri dengan membayar sejumlah uang, apakah harus
membayar zakatnya? Qasim menjawab bahwa Abu Bakar al-Shiddiq
tidak memungut zakat dari harta kecuali jika mencapai haul. Qasim
memberikan penjelasan bahwa Abu Bakar apabila membayar gaji
pegawai, ia bertanya pada mereka apakah mereka mempunyai harta
yang lain yang yang wajib dizakati, apabila mereka menjawab punya,
43Gus Arifin, Taudh}ihul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji,
dan Jenazah, h. 11-13.
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maka beliau langsung memungut zakat harta itu, dan apabila menjawab
tidak mempunyai, maka beliau menyerahkan gajinya tanpa dipungut
apapun.
b. Riwayat Imam Malik dari Umar bin Husain, dari Aisyah binti
Qudamah, dari bapaknya bahwa bapaknya (Qudamah) menerangkan:
apabila aku datang menghadap Utsman bin Affan untuk mengambil
gaji, beliau bertanya kepadaku: apabila kamu mempunyai harta yang
lain yang wajib dizakati, apabila aku menjawab ya, maka zakatnya
dipungut langsung dari harta itu, tetapi apabila aku menjawab tidak,
maka gajinya diserahkan kepadaku.
c. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa harta tidak wajib dikeluarkan
zakatnya kecuali mencapai haulnya.
d. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah (Hanafi) tidak
mewajibkan zakat hasil profesi (al-ma>l al-mustafat) kecuali jika
mencapai haul. Imam Malik menegaskan bahwa harta hasil profesi
tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali apabila mencapai haul, baik
yang bersangkutan mempunyai harta lain yang sejenis yang wajib
dizakati atau tidak. Demikian pula pendapat Imam Asy-Syafi’i.
Menurut pendapat ulama kontemporer seperti Abdurrahman Hasan,
Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Wahbah Az-Zuhaili dan
Yusuf Qardhawi telah mengadakan penelitian dan munaqasyah terhadap
argument-argumen yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, pihak Ulama
yang mewajibkan zakat profesi dan pihak Ulama yang tidak mewajibkan.
Dalam kesimpulannya mereka memilih pendapat yang mewajibkan zakat
prefesi dengan alasan:44
a. Mensyaratkan haul dalam segala jenis harta termasul hasil profesi tidak
44Gus Arifin, Taud}ihul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan
Jenazah, h. 13-14
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didukung oleh nas} yang shahih maupun hasan atau dapat dijadikan
landasan untuk men-takhsh}is} (mengecualikan) dalil ‘am atau
mentaqyidi (mengikat) yang mutlak.
b. Ulama sahabat dan tabi’in telah berbeda pendapat mengenai zakat hasil
profesi, sebagian mereka mensyaratkan adanya haul dan sebagian lagi
tidak mensyaratkannya, tetapi langsung dikeluarkan zakatnya pada saat
diperolehnya. Jika terjadi demikian maka tidak ada pendapat yang satu
lebih utama dari yang lain sehingga tidak ada yang mengharuskan
berpegang pada salah satunya sehingga permasalahannya
dikembalikan kepada nas}: ‘’Apabila kamu berselisih maka
kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul-Nya (Hadis)
c. Kalangan ulama yang tidak mensyratkan haul adalah lebih dekat
kepada pengertian umum nas} dan ke-mutlak-kannya, karena nas}-
nas} yang menunjukkan pada kewajiban zakat berlaku umum dan
mutlak.
d. Apabila nas}-nas} yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku
secara umum dan mutlak, maka hasil profesi termasuk didalamnya.
e. Mensyaratkan adanya haul pada zakat profesi akan membebaskan
kewajiban zakat kepada sebagian besar pegawai tinggi dan para
professional yang mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Karena
bisa saja hasil kerjanya habis digunakan untuk membiayai hidup
mewah dan berfoya-foya. Dengan demikian beban zakat hanya
ditanggung oleh pekerja-pekerja menengah ke bawah yang hemat dan
rajin menabung.
f. Pendapat yang mensyaratkan adanya haul pada zakat profesi
menimbulkan persepsi ketidak-adilan dalam pembebanan zakat.
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Karena seorang petani yang bekerja menggarap sawahnya berbulan-
bulan ketika memperoleh hasil sebanyak 5 wasaq (yang kurang lebih
12 kwintal gabah atau 7,20 kwintal beras bernilai sekitar Rp
1.800.000) dikenakan zakat 5-10 persen, sementara para pejabat dan
pemimpin perusahaan atau para pekerja professional yang
mendapatkan uang sangat besar tidak dikenakan zakat.
Nis}ab Zakat Profesi dan Kadar Zakatnya45
Muhammad Al-Ghazali Al Saqqa (1917-1996M) menggunakan
pendekatan analogis dalam menentukan nis}ab dan kadar zakat profesi.
Beliau menyamakan jasa profesi dengan pertanian dan perkebunan dengan
alasan karena kedua-duanya memperhitungkan keuntungan, tidak
memperhitungkan modal, karena modalnya berupa lahan relative utuh.
Jalan pikiran Muhammad Al-Ghazali ini berakar dari masalah
pembebanan kewajiban zakat.
Menurut beliau objek zakat secara garis besar dapat dibagi dua:
pertama harta kekayaan yang menggunakan modal yang mungkin
bertambah dan mungkin berkurang, yaitu modal uang tunai dan modal
barang-barang dagangan; kedua harta kekayaan yang relative tetap yang
hanya memperhitungkan yang masuk, seperti tanah-tanah pertanian dan
lahan perkebunan dengan alasan karena kedua-duanya tidak menghitung
modal (sawah dan ladang), tetapi hanya menghitung hasilnya saja.
Berbeda dengan modal uang atau barang-barang dagangan, dalam hal ini
modal dan keuntungan dihitung dan dijumlahkan. Pemikiran Muhammad
45Gus Arifin, Taud}ihul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Zakat, Puasa, Haji, dan
Jenazah, h. 14-16.
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Al-Ghazali ini diterapkan dalam berbagai sector perusahaan seperti
perhotelan, angkutan, pabrik penggilingan beras/huller, garmen dan
sebagainya yang mendapat keuntungan dari jasa atau pelayanan semata-
mata.
Yusuf Qard}awi punya pendapat lain, beliau mengakui betapa
rendahnya nis}ab sector pertanian dan betapa beratnya kadar zakat yang
diwajibkan, yaitu nis}ab nya 12 kwintal gabah x Rp 300.000,- = Rp
3.600.000,- sedangkan kadar zakatnya 10% atau paling sedikit 5%. Yusuf
Qard}awi memberikan komentar: ’’ Barang kali pembuat syariat
menghendaki demikian karena hasi pertanian menjadi bahan makanan
pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.’’ Beliau menawarkan
gagasan yang dianggapnya lebih tepat, yaitu bahwa hasil profesi
disamakan dengan emas, bukan dengan pertanian. Alasannya karena gaji
pegawai atau imbalan jasa profesi selalu dibayar dengan uang tunai.
Dengan demikian nis}ab nya 90 gram emas.
5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat
Dalam QS al-Taubah/9 : 60
َﺎ ﱠﳕِإ ُتَﺎﻗَﺪﱠﺼﻟاءَاﺮَﻘُﻔِْﻠﻟ ِﲔِﻛﺎَﺴَﻤْﻟاَو َﲔِﻠِﻣﺎَﻌْﻟاَوﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ ِﺔَﻔﱠﻟَﺆُﻤْﻟاَو ْﻢُﻬُـﺑﻮُﻠُـﻗ ِﰲَو ِبَﺎﻗﱢﺮﻟا َﲔِِﻣرﺎَﻐْﻟاَو
 ِﰲَو ِﻞﻴِﺒَﺳ ِﻪّﻠﻟا ِﻦْﺑاَو ِﻞﻴِﺒﱠﺴﻟا ًﺔَﻀِﻳﺮَﻓ َﻦﱢﻣ ِﻪّﻠﻟا ُﻪّﻠﻟاَو ٌﻢﻴِﻠَﻋ ٌﻢﻴِﻜَﺣ-٦٠-
Terjemahnya:
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang
miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk
(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam
perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha
Mengetahui, Maha Bijaksana.46
46Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
2012), h. 264.
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat ada
delapan golongan. Namun Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi kedelapan
golongan tersebut menjadi dua kategori adalah sebagai berikut47: pertama,
orang yang menerima zakat karena faktor kebutuhan. Maka, ia mengambil
zakat tersebut sesuai besar kebutuhan, kelemahan, sedikit dan banayaknya.
Mereka adalah orang-orang fakir dan miskin, budak, dan orang dalam
perjalanan; kedua, orang yang menerima zakat karena manfaat yang ada
padanya. Mereka adalah petugas zakat, muallaf, orang yang berhutang
karena mendamaikan antara manusia, dan orang yang berperang dijalan
Allah. Jika seseorang tidak butuh dan tidak pula padanya manfaat bagi
kaum Muslimin, maka tak ada bagian baginya dalam zakat.
Golongan penerima zakat yang disebutkan dalam firman Allah swt.
yaitu:
a. Fakir dan miskin
Fakir miskin adalah orang-orang yang membutukan dan tidak
memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.48 Fakir
miskin berasal dari kata fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak
mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-
orang yang ia tanggung. Kebutuhan itu berupa makanan, minuman,
pakaian, tempat tinggal, kendati ia mempunyai harta senishab. Sedangkan,
miskin yaitu orang yang kefakirannya lebih ringan daripada orang fakir
meskipun hukum keduanya sama dalam segala hal.49
47Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Zadul Ma’ad, Bekal perjalanan akhirat jilid 2 (Jakarta:
Griya Ilmu, 2015), h. 175.
48Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Alquran
dan Sunnah Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2008), h. 88.
49Abu Bakr Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, h. 407.
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b. Petugas zakat (Amil zakat)
Petugas zakat adalah mereka yang bertugas menarik dan
mengumpulkan zakat50. Mereka berhak mendapat bagian dari zakat
sebagai upah dari pekerjaannya dalam mengelola zakat.
c. Muallaf atau orang-orang yang terbujuk hatinya51
Muallaf atau orang-orang yang terbujuk hatinya, yaitu orang yang
lemah keislamannya dan berpengaruh dikaumnya. Ia diberi zakat untuk
membujuk hatinya dan mengarahkannya kepada Islam dengan harapan
bermanfaat bagi orang banyak atau kejahatannya terhenti. Zakat juga
boleh diberikan kepada orang kafir yang diharapkan bisa beriman atau
kaumnya bisa beriman. Ia diberi zakat untuk mengajak mereka kepada
Islam dan membuat mereka cinta Islam. Hal ini bisa diperluas
distribusinya kepada semua pihak yang dapat mewujudkan kemaslahatan
bagi Islam dan kaum Muslimin, misalnuya wartawan atau penulis.
d. Memerdekakan budak52
Yang dimaksud memerdekakan budak ialah bahwa seorang
Muslim mempunyai budak, kemudian dibeli dari uang zakat dan
dimerdekakan di jalan Allah. Kemudian diberi uang zakat yang bisa
menutup pembayaran dirinya, hingga ia bisa menjadi orang merdeka.
e. Gharim atau orang yang berhutang53
Gharim adalah orang yang menaggung hutang dan kesulitan untuk
50Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Alquran
dan Sunnah Jilid 2, h. 96.
51Abu Bakr Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, h. 407-408.
52Abu Bakr Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, h. 408.
53 Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Alquran
dan Sunnah Jilid 2, h. 102.
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melunasinya. Dalam hal ini, ada beberapa orang yang bisa dikategorikan
sebagai Gharim. Di antaranya adalah  orang yang mendamaikan dua pihak
yang berseteru dan berhutang untuk keperluan itu (hama>lah),54 sampai-
sampai menghabiskan seluruh hartanya. Bentuk lainnya adalah orang yang
berhutang karena menunaikan urusan agamanya.
f. Di jalan Allah atau Fi> Sabi>li>llah55
Yaitu amal perbuatan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah
swt. dan surga-Nya, terutama jihad dalam memperjuangkan agama. Jadi
pejuang di jalan Allah diberi zakat walaupun ia orang kaya. Ini berlaku
umum bagi seluruh kemaslahata-kemaslahatan umum agama, misalnya
pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah,
dan pembangunan panti asuhan. Tapi yang harus didahulukan ialah yang
terkaid dengan jihad, misalnya penyiapan senjata, perbekalan pasukan, dan
seluruh kebutuhan lainnya.
g. Ibnu Sabi>l (orang yang berada dalam perjalanan)
Ibnu sabi>l yaitu musafir yang sedang singgah atau berlalu di
suatu daerah, sementara ia tidak memiliki apa-apa sebagai bekalnya untuk
melanjutkan perjalanannya. Orang seperti itu berhak mendapat bagian dari
harta zakat secukupnya untuk kembali ke daerahnya, meskipun ia
memiliki harta (yang bukan berupa bekal)56. Menurut Abu Bakr Al-Jazairi,
Ibnu sabil bisa mendapatkan harta zakat dengan syarat dalam
perjalanannya tidak ada seseorang yang dapat membatunya untuk diberi
54Yaitu biaya yang ditanggung seseorang dari berhutang yang dipergunakannya untuk
mendamaikan dua pihak yang saling bertikai. Lihat Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah,
Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Alquran dan Sunnah Jilid 2, h. 102.
55Abu Bakr Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, h. 408.
56Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopedi Fiqih Prsaktis Menurut
Alquran dan Sunnah Jilid 2, h. 106.
39
pinjaman di daerah tersebut, maka ia boleh diberikan harta zakat
secukupnya.57
6. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial
sebagai landasan membangun satu sistem yang mewujudkan kesejahteraan
dunia dan akhirat. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti
memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan
seorang mukmin dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari
ibadah yang dikenal dengan nama zakat.58 Dan dalam kelanjutannya peranan
organisasi dan kekuasaan yang mengatur dan mengayomi masyarakat nuga
diikutsertakan, yaitu dengan adanya ‘Amili>n dan Iman atau Khalifah yang
aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan tersebut. Zakat bukanlah
satu-satunya gambaran dari sistem yang ditampilkan ajaran Islam dalam
mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Namun, harus diakui
bahwa zakat sangat penting arti dan kedudukannya karena merupakan titik
sentral dari sistem tersebut.
Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasul
saw. dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka
yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat
dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat (al-as}af al-s|amaniyah).
Untuk melestarikan pelaksanaan seperti itu, Khalifah Abu Bakar r.a. terpaksa
mengambil tindakan keras karena adanya sementara pembangkangan-
pembangkangan yang menolak menyerahkan zakatnya kepada para petugas
yang dikirim oleh Khalifah. Berkat ketegasan tindakannya, cara pelaksanaan
57Abu Bakr Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, h. 408.
58K.H. Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, Cet. III (Bandung; Mizan, 1995), h. 233.
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zakar seperti semula dapat dipertahankan. Baru pada zaman Khalifah
Utsman-lah diadakan suatu kelonggaran dengan membebaskan para
pembayar zakat untuk melaksanakan penyerahan zakat kepada para penerima
zakat, yaitu dalam dua jenis zakat: zakat logam mulia (zaka>t al-naqdain)
dan zakat perniagaan (zaka>t al-tija>rah).59
Cara-cara pelaksanaan zakat sangatlah terinci dalam ajaran Islam
seperti yang dapat kita lihat penjabarannya yang lengkap dalam kitab-kitab
fiqih. Yang terpenting diantaranya ialah ketentuan-ketentuan mengenai:60
(a) Jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenal zakat.
(b) Besarnya kekayaan yang dikenal zakat dari tiap-tiap jenis tersebut
(nis}ab).
(c) Besarnya zakat yang dipungut dari tiap-tiap jenis tersebut.
(d) Waktu pemungutannya (haul dan sebagainya).
(e) Jenis-jenis penerima zakat (as}naf).
(f) Cara-cara pembagiannya.
Pada zaman kemerdekaan sekarang ini, umat Islam Indonesia berupaya
melalui saluran ketentuan-ketentuan kenegaraan yang berlaku, berupaya
meningkatkan pelaksanaan zakat dengan memperjuangkan adanya undang-undang
zakat, sebagaimana tercatat dalam sejarah parlemen/DPR pada waktu lalu. Namun
hal itu belum berhasil. Terkecuali beberapa langkah yang dapat dicatat, seperti
dikeluarkannya beberapa peraturan oleh Menteri Agama sejak tahun 1950-an dan
seterusnya. Kesediann Bapak Presiden untuk secara pribadi menangani urusan
pengumpulan zakat, dan kemudian beberapa pemerintah daerah telah pula
membuat dan melaksanakan peraturan-peraturan daerah tentang pelaksanaan
59K.H. Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, Cet. III (Bandung; Mizan, 1995), h. 234.
60K.H. Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, Cet. III (Bandung; Mizan, 1995), h. 234.
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pemungutan atau pembagian zakat di daerahnya masing-masing. Disamping itu,
dapat pula kita melihat bahwa sejak lama organisasi-organisasi Islam, baik yang
bersifat nasional maupun yang bersifat lokal, telah mencoba menangani secara
terbatas urusan pelaksanaan zakat melalui lembaganya masing-masing.61
Dalam pelaksanaan zakat terdapat tiga pihak: pihak pertama, yaitu
pembayaran zakat (muzakki), pihak kedua, yaitu penerima zakat (mustah}>iq),
dan pihak ketiga, yaitu penyalur zakat (qabid}), yang terdiri dari Iman dan
aparatnya, atau wakil muzakki.62
Pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik banyak tergantung pada
pembinaan ketiga pihak yang bersangkutan. Yang menyangkut pihak pertama,
pembinaannya hendaknya dititikberatkan pada upaya meningkatkan kesadaran
berzakat dan berinfaq fi sabilillah, dan mendorong ke arah meningkatnya jumlah
pembayar zakat itu. Selanjutnya yang menyangkut pihak kedua memerlukan
kecermatan sehingga dapat terbina sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam fiqih.
Al-Ashnaf (jenis/kelompok) penerima zakat yang ditetapkan langsung
oleh Allah sebagaimana termaktub dalam ayat 60 surat Al-Taubah merupakan
daftar penerima zakat yang lengkap. Namun tidak mutlak bahwa semua jenis atau
kelompok itu tetap ada sepanjang masa. Menurut Iman Ibnu Shalah, ashnaf yang
ada sekarang hanya empat, yaitu fakir, miskin, gharim dan ibnu sabil. Tetapi
menurut Al-Qadhi Abu Hamid hanya dua, yaitu fakir dan miskin saja. Dalam
hubungan ini, Syaikh Syarbini Al-Khathib mengomentari bahwa adanya
perbedaan itu semoga saja bersangkutan dengan keadaan pada zamannya masing-
masing. Namun pada zaman kita tidak ada ashnaf yang tidak ada, kecuali
61K.H. Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, Cet. III (Bandung; Mizan, 1995), h. 234.
62K.H. Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, Cet. III, h. 234.
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mukatabin. Tetapi, terdapat pula dalam suatu hadis bahwa di penghujung zaman,
orng akan berkeliling menawarkan zakatnya, namun ia tidak akan berjumpa
dengan orang menrima zakat, yaitu ketika zaman di mana penerima zakat tidak
terdapat lagi karena kesejahteraan sudah merata.63
Salah satu perkembangan yang kita dapat amati sekarang ini ialah
adanya arus perpindahan agama, sehingga sejumlah WNI keturunan Cina dan
pemeluk agama Masehi masuk menganut agama Islam. Oleh karenanya perlu
kiranya kita menaruh perhatian pada kelompok mualaf ini. Pembinaan mereka
melalui zakat tidak dapat diabaikan.
Selain itu, menarik juga perkembangan yang ada tentang penggunaan
zakat untuk membiayai pembangunan atau perbaikan mesjid dan lain-lain
kepentingan umum (maslahah ammah). Terdapat kecenderungan
mengkategorikan hal tersebut dalam sahm sabilullah. Dalam hubungan ini ada
baiknya kita memperhatikan keterangan Syaikh Syarbini bahwa sesungguhnya
penafsiran sabilullah dengan al-ghuzah dikarenakan pemakaian kata-kata itu
dalam pengertian jihad telah menjadi lebih banyak, baik secara istilah maupun
secara hukum dengan petunjuk firman Allah yang berulang kali. Maka, jika kata
itu diucapkan secara mutlak, pengertian yang demikian itulah yang dimaksud,
walaupun sabilullah itu menurut bahasa ialah jalan atau sarana yang
menghubungkan atau menyampaikan kepada Allah, dan itu pengertian yang lebih
umum.64
Di lain pihak, biaya untuk kepentingan umum atau mashlahah ammah
dalam rumusan biasa dari fiqih tertampung dalam sahm al-gharim. Diterangkan
oleh Sayid Bakri Syatha bahwa pengarang sebagai berpendapat bahwa zakat dapat
63K.H. Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, Cet. III, h. 235.
64K.H. Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, Cet. III, h. 235.
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diberikan kepada siapa yang meminjam untuk membiayai kepentingan umum, dan
tidak secara langsung membiayai kepentingan umum tersebut dari semula,
misalnya, untuk membangun mesjid, men-tajhiz-kan orang-oang mati atau
menebus tawanan.
Pemanfaatan dana zakat yang dijabarkan dalam ajaran fiqih memberi
petunjuk perlunya suatu kebijaksanaan dan kecermatan, di mana perlu
dipertimbangkan faktor-faktor pemerataan (al-tamim) dan penyamaan (al-
taswiyah), kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok penerima zakat,
kemampuaan penggunaan dana zakat dari yang bersangkutan yang mengarah
kepada peningkatan kesejahteraannya dan kebebasannya dari kemelaratan,
sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi menerima zakat,
tetapi akan menjadi pembayar zakat.65 Hal-hal ini dicontohkan bahwa jika
penerima zakat tersebut tahu dan biasa berniaga maka kepadanya diberikan modal
usaha yang memungkinkan ia memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi
kebutuhan pokoknya. Atau yang bersangkutan itu mempunyai keterampilan
pertukangan, maka kepadanya diberikan perkakas yang memingkinkan ia bekerja
dalam bidang keterampilannya untuk mencukupi kebutuha pokoknya.atau bagi
yang tidak dapat berniaga, juga tidak dapt mempunyai keterampilan dalam usaha
tertentu, maka kepadanya diberikan jaminan dengan jalan menanamkan modal,
baik dalam harta yang tidak bergerak (tanah) maupun pada harta yang
berkembang seperti perternakan (masyiah) yang penghasilannya dapat mencukupi
kebutuhan pokok dalam hidupnya sehari-hari, selama usia hidup rata-rata
(kifayatul umri al-ghalib) seseorang yang diperkirakan 60 tahun, potong usia yang
sudah lewat.
Gambaran yang diungkapkan di atas, mengantarkan kita kepada suatu
65K.H. Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, Cet. III, h. 236.
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pengertian bahwa landasan yang ditetapkan dalam zakat dimaksudkan untuk
menanggulangi kemerataan itu secara tuntas, dengan peningkatan kesejahteraan
yang merata pada anggota masyarakat, sehingga pada setiap tahunnya jumlah para
penerima zakat akan berkurang. Di lain pihak jumlah pembayaran zakat akan
bertambah banyak, sehingga jarak antara si miskin dan si kaya berangsur-angsur
menjadi sempit, yang berarti mengarah kepada terwujudnya suatu kehidupan yang
berkeadilan sosial dalam masyarakat.
Pada dasarnya, zakat menjadi kewajiban di dalam pemilikan harta benda
(kekayaan) yang berkembang, baik dengan sendirinya maupun dengan
pengolahan, demi meningkatkan nilai moral pada pemiliknya dan sekaligus
menjadi bantuan bagi mereka yang tidak berkecukupan atau mereka yang tidak
berpunya, sehingga terjadi pemekaran dalam masyarakat dan bagi harta benda itu
sendiri. Perlu pula dipertegas bahwa zakat bukanlah pemberian berupa belas
kasihan, tetapi merupakan hak dari pihak-pihak tertentu yang bersangkutan
langsng dengan harta kekayaan tersebut.
Harta benda (kekayaan) yang dikenalkan wajib zakat ada dua macam:66
(a) kekayaan terbuka (amwal zhahirah), yakni tak dapat ditutup-tutupi seperti
dalam pertanian debgan serba tanaman dan buah-buahan, dan dalam perternakan
dengan berbagai jenis hewan ternak. (b) kekayaan tertutup (amwal bathinah)
yakni tidak mudah diketahui dengan begitu saja, dan kemungkinan besar dapat
dimanipulasikan seperti logam-logam mulia (emas, perak, mata uang) dan usaha
perniagaan atau industri.
Jenis-jenis harta/kekayaan dari kedua macam tersebut diatas sudah
dirinci  sedemikian rupa dalam ketentua-ketentuan fiqih. Yang dapat kita amati
adalah bahwa dalam perkembangan perternakan hewan dan sebagainya pada
66K.H. Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, Cet. III, h. 237.
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zaamn kita sekarang fungsinya sudah banyak berbeda dengan fungsi perternakan
pada zaman yang lalu.di samping itu juga jangkauan perternakan itu sudah
menyangkut bidang yang sangat luas dlam masyarakat kita, dan jaug diluar batas
hewan-hewan yang ditetapkan menjadi objek zakat yang manshush yakni jenis
lembu, kambing dan unta. Sejak dahulu para ahli fiqih mempersalahkan hewan-
hewan ternak lainnya seperti kuda misalnya. Pembahasan mereka memperlihatkan
kecenderungan bahwa jenis-jenis lain dari hewan-hewan yang tidak manshuh
sebagai objek zakat dapat diperhitungkan dalam pelaksanaan zakat bilamana
ternaknya disiapkan untuk diperdagangkan (li al-tijarah). Dari sini dapat
dibayangkan bahwa jangkauan urudh al-tijarah cukup luas untuk menampung
pengaturan harta benda (kekayaan) berupa apa saja yang tidak termasuk dalam
jenis-jenis harta/kekayaan yang menjadi objek zakat yang telah ada
ketentuannya.67
Dengan demikian, pelaksanaan zakat dalam masyarakat kita dewasa ini
dapat menampung perkembangan berbagai kekayaan dan pemilikan yang
dikembangkan, dengan mencapai sasaran atau hikmah dari zakat itu sendiri. Dan
terakhir, yang menyangkut hal penyalur zakat sangatlah penting penataannya baik
menyangkut organisasinya atau petugas-petugasnya maupun peraturan dan tata
kerjanya, apakah ia dalam bentuk ‘amil dengan segala aparatnya atau dalam
bentuk wakalah (badan perwakilan) muzakki.
2. Pengelolaan Zakat Pada Masa Pemerintahan Islam
Sebagian besar para ahli hadis cenderung berpendapat bahwa zakat mal
telah diwajibkan sebelum tahun sembilan Hijriyah. Dalam hal ini, Maulana Abdul
Hasan menyatakan bahwa zakat mal diwajibkan setelah peristiwa Hijrah dan
dalam kurun waktu lima tahun setelahnya.68 Fakta sejarah yang lain juga
67K.H. Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, Cet. III (Bandung; Mizan, 1995), h. 237.
68Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3 (Jakarta: PT.
RajaGrafindio Persada, 2012), h.40.
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menunjukkan bahwa zakat telah disebutkan dalam surat-surat yang turun di
Makkah dan bahkan riwayat sebelumnya telah menjelaskan hal tersebut, seperti
dalam pidato sahabat Ja’far tentang zakat pada sidang di Najasyi pada tahun
kelima Kenabian69 atau pembebanan zakat dan ushr atas anggur dan kurma
terhadap Bani Tsaqif pada tahun kedelapan Hijriyah.70
Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela, yakni hanya berupa
komitmen perorangan tanpa ada aturan khusus atau batasan-batasan hukum.
Ketika fondasi Islam telah benar-benar kokoh, negara mulai berekspansi dengan
cepat dan masyarakat beramai-ramai memeluk agama Islam, pada tahun
kesembilan Hijriyah, Allah Swt menurunkan ayat yang mengatur tentang alokasi
pengeluaran zakat.71 Atas dasar ayat ini, Rasulullah membuat peraturan zakat
yang meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenakan zakat,
batas beban zakat, dan tingkat presentase zakat untuk setiap barang yang berbeda-
beda. Selanjutnya, Rasulullah mengutus para pengumpul zakat ke berbagai daerah
dengan tugas yang jelas. Pada masa ini, pengumpulan zakat  bukan merupakan
pekerjaan yang memerlukan purnawaktu dan para petugasnya tidak diberikan gaji
resmi, tetapi hanya memperoleh bayaran tertentu dari dana zakat.
Pada masa Rasulullah Saw, jumlah kuda di Arab masih sangat sedikit,
terutama kuda yang dimiliki oleh kaum Muslimin karena digunakan untuk
kebutuhan pribadi dan jihad. Misalkan pada perang badar, pasukan kaum
Muslimin yang berjumlah 313 orang hanya memiliki dua kuda. Pada saat
pengepungan suku Bani Quraizha (5 H), pasukan kaum Muslimin memiliki 36
kuda. Pada tahun yang sama, di Hudaybiyah mereka mempunyai sekitar dua ratus
69Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3, h.40.
70Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3, h.40.
71Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3, h.40.
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kuda. Karena zakat dibebankan terhadap barang-barang yang mmemiliki
produktivitas maka seorang budak atau seekor kuda yang dimiliki kaum Muslimin
ketika itu tidak dikenakan zakat.72
Pada periode selanjutnya, kegiatan beternak dan memperdagangkan
kuda dilakukan secara besar-besaran di Syria dan di berbagai wilayah kekuasaan
Islam lainnya. Beberapa kuda mempunyai nilai jual yang lebih tinggi, bahkan
pernah diriwayatkan bahwa seekor kuda Arab Taghlabi diperkirakan bernilai
20.000 dirham dan orang-orang Islam terlibat dalam perdagangan ini. Karena
maraknya perdagangan kuda, mereka menanyakan kepada Abu Ubaidah,
Guberbur Syria ketika itu, tentang kewajiban membayar zakat kuda dan budak.
Gubernur memberitahukan bahwa tidak ada zakat atas keduanya. Kemudian
mereka mengusulkan kepada Khalifah agar ditetapkan kewajiban zakat atas
keduanya tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan. Mereka kemudian
mendatangi kembali Abu Ubaidah dan bersikeras ingin membayar. Akhirnya,
Gubernur menulis surat kepada Khalifah dan Khalifah Umar menanggapinya
dengan sebuah instruksi agar Gubernur menarik zakat dari mereka dan
mendistribusikannya kepada fakir miskin serta budak-budak. Sejak itu, zakat kuda
ditetapkan sebesar satu dinar atau atas dasar ad valorem, seperti satu dirham untuk
setiap empat puluh dirham.73
Di antara beberapa barang, Abu Bakar membebani zakat terhadap war,
sejenis rumput herbal yang digunakan untuk membuat bedak dan parfum.
Sementara itu, Umar mengenakan khums zakat atas karet yang ditemukan di
semenanjung Yaman, antara Aden dan Mukha, dan hasil laut karena barang-
72Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3, h.68.
73Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3, h.69.
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barang tersebut dianggap sebagai hadiah dari Allah. Thaif dikenal sebagai tempat
perternakan lebah dan menurut beberapa riwayat, Bilal datang kepada nabi dengan
ushr atas madunya dan memintanya agar lembah Salba dicadangkan untuknya.
Permintaannya ini diterima oleh nabi.74
Pada masa Umar, Gubernur Thaif melaporkan bahwa pemiliki sarang
lebah tidak membayar ushr tetapi menginginkan sarang-sarang lebah tersebut
dilindungi secara resmi. Umar mengatakan bahwa bila mereka mau membayar
ushr maka sarang lebah mereka akan dilindungi. Namun, jika menolak, mereka
tidak akan memperoleh perlindungan. Menurut riwayat Abu Ubaid, Umar
membedakan madu yang diperoleh dari pegunungan dan madu yang diperoleh
dari ladang. Zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang
pertama dan sepersepuluh untuk madu jenis kedua.75
Setelah diangkat sebagai Khalifah Islam keempat oleh segenap kaum
Muslimin, Ali ibn Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan, seperti
memberhentikan para pejabat yang korup, membuka kembali lahan perkebunan
yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman, dan
mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan Umar ibn Al-Khattab.76
Masa pemerintahan Khalifah Ali ibn Abi Thalib yang hanya berlangsung
selama enam tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia
harus menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair ibn Al-Awwam, dan Aisyah
yang menuntut kematian Usman ibn Affan. Berbagai kebijakan tegas yang
diterapkannya menimbulkan api permusuhan dengan keluarga Bani Umayyah
yang dimotori oleh Muawiyah ibn Abi Sofyan. Pemberontakan juga datang dari
golongan Khawarij, mantan pendukung Khalifah Ali ibn Abi Thalib yang kecewa
74Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3, h.69.
75Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3, h.70.
76Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3, h.82.
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terhadap keputusan tahkim pada perang Shiffin.
Sekalipun demikian, Khalifah Ali ibn Abi Thalib tetap berusaha untuk
melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan
kesejahteraan umat Islam. Menurut sebuah riwayat, ia secara sukarela menarik
diri dari daftar penerima dana bantuan Baitul Mal, bahkan menurut riwayat yang
lain, Ali memberikan sumbangan sebesar 5000 dirham setiap tahun. Apa pun
faktanya, kehidupan Ali sangat sederhana dan sangat ketat dalam membelanjakan
keuangan negara. Dalam sebuah riwayat, saudaranya yang bernama Aqil pernah
mendatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk meminta bantuan keuangan dari
dana Baitul Mal. Namun, Ali menolak permintaan tersebut. Dalam riwayat yang
lain, Khalifah Ali diberitakan pernah memenjarakan Gubernur Ray yang
dianggapnya telah melakukan tindak pidana korupsi.77
Selama masa pemerintahannya, Khalifah Ali ibn Abi Thalib menetapkan
pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu
Abbas, Gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan
digunakan sebagai bumbu masakan.
Seperti yang telah disinggung, Ali tidak menghadiri pertemuan Majelis
Syuro di Jabiya yang diadakan oleh Khalifah Umar untuk memusyawarahkan
beberapa hal penting yang berkaitan dengan status tanah-tanah taklukan.
Pertemuan itu menyepakati untuk tidak mendistribusiakan seluruh pendapatan
Baitul Mal, tetapi menyimpan sebagian sebagai cadangan. Ali menolak seluruh
hasil pertemuan tersebut. Oleh karena itu, ketika menjabat sebagai Khalifah, Ali
mendistribusikan seluruh pendapatan dan provinsi yang ada di Baitul Mal
Madinah, Basrah dan Kufah. Ali ingin mendistribusikan harta Baitul Mal yang
ada di Sawad, namun urung dilaksanakan demi menhindari terjadinya perselisihan
77Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3, h.83.
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di antara kaum Muslimin.78
Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, prinsip utama dari
pemerataan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap
pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari
pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua perhitungan
diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai perhitungan baru. Cara ini mungkin
solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kondisi negara yang sedang
berada dalam masa-masa transisi. Khalifah Ali meningkatkan tunjangan bagi para
pengikutnya di Irak.79
Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, alokasi pengeluaran kurang
lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah
Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa
kekhalifahan Utsman bin Affan hampir seluruhnya dihilangkan karena sepanjang
garis pantai Syria, Palestina dan Mesir berada di bawah kekuasaan Muawiyah.
Namundemikian, dengan adanya penjaga malamdan patroli yang telah terbentuk
sejak masa pemerintahan Khalifah Umar, Ali membentuk polisi yang
terorganisasi secara resmi yang disebut syurthah dan pemimpinnya diberi gelar
Shahibus Syurthah. Fungsi lainnya dari Baitul Mal masih tetap sama dan tidak ada
perkembangan aktivitas yang berarti pada masa ini.80
Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan,
administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini
dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashter bin
Harits. Surat yang panjang tersebut antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban
78Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3, h.83.
79Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3, h.84.
80Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3, h.84.
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serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas
pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi
dan staf-stafnya; menjelaskan kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim dan
abdi hukum lainnya; menguraikan pendapatan pegawai administrasi dan
pengadaan bendahara. Surat ini menjelaskan bagaiman berhubungan dengan
masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang. Ali menekankan Malik
agar lebih memerhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarga mereka dan
diharapkan berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan
terbuka, terutama dengan orang-orang miskin, orang-orang yang teraniaya dan
para penyandang cacat. Dalam surat tersebut, juga terdapat instruksi untuk
melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar dan memberantas para tukang
catut laba, penimbun barang dan pasar gelap. Singkatnya, surat itu
menggambarkan kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang ternyata konsep-
konsepnya tersebut dikutip secara luas dan dalam administrasi publik.81
7. BAZNAS
BAZNAS adalah Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan lembaga
pengelolaan zakat secara nasional. Untuk memudahkan kegiatan pengumpulan
zakat, BAZNAS membentuk BAZNAS ditingkat provinsi dan kabupaten/kota,
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS provinsi,
BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan
usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ ditingkat
kecamatan dan kelurahan.
Adapun tugas dan fungsi BAZNAS berdasarkan pasal 7 Undang-Undang
81Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi 3, h.85.
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No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS merupakan lembaga
yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam
melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:82
a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat; dan
d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.
B. Tinjauan tentang Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan masyarakat terdiri dari kata kesejahteraan dan masyarakat.
Untuk memudahkan dalam menemukan makna dari kesejahteraan masyarakat,
oleh karena itu perlu didefinisikan secara terpisah tentang kesejahteraan dan
masyarakat.
1. Kesejahteraan
Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera: aman sentosa dan
makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan
sebagainya). Kesejahteraan: hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan,
ketenteraman, kesenangan hidup, dan sebagainya; kemakmuran.83Dalam Mu’jam
Mushthalahâtu al-‘Ulûm al-Ijtimâ’iyyah, Kesejahteraan (welfare) adalah kondisi
yang menghendaki terpenuhimya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok
baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari
kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan.84
Dalam konsep dunia modern, kesejahteraan adalah sebuah kondisi
dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan
82Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
83Depdiknas, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1284
84Ahmad Zaki Badawi, Mu’jam Mushthalahâtu al-‘Ulûm al-Ijtimâ’iyyah, (Beirut,
Maktabah Lubnan: New Impression 1982), h. 445
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makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk
melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat
menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan
pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya . Kalau menurut Hak
Asasi Manusia, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap
laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup
layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial,
jika tidak maka hal tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia.85
2. Masyarakat
Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti se luas-luasnya dan
terikat oleh sesuatu kebudayaan yang mereka anggap sama86. Dalam kamus
bahasa Inonesia masyarakat berasal dari kata sarikat yang berarti golongan atau
kumpulan. Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut society atau civilization.
Society is a relatively independent or self sufficien population characterized by
internal, organization, territoriality, culture distinctiveness, and sexual
recruitmen.87 Masyarakat juga disebut civilized community, komunitas yang
beradab, atau masyarakat madani.88
Menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia
yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu
yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Penekanan yang ditonjolkan oleh
adanya suatu masyarakat adalah adanya interaksi diantara manusia yang diikat
85Ikhwan Abidin Basri. Islam dan Pembngunan Ekonomi. (Jakarta: Gema Insani Press
2005), h. 24.
86Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, (Cet. II; Jakarta:
Balai Pustaka, 1989), h. 564.
87David I Shill, International Encyclopedia of The Social Sciencies, 1972), h. 578;
dikutib dalam Arifuddin Tike dan Tajuddin Hajma, Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat
Islam (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 4.
88Mercea Elliade, The Encyclopedia of Religion, 1978), h. 305; dikutib dalam Arifuddin
Tike dan Tajuddin Hajma, Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam, h. 4.
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oleh adat istiadat secara kontinyu dan adat istiadat tersebut merupakan identitas
bersama. Sedangakan Burhan Bugin berpandangan bahwa, masyarakat adalah
kelompok-kelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu yang hidup
relative lama, saling berkomunikasi, memiliki symbol-simbol dan aturan-aturan
tertentu serta sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat,
memiliki sistem stratifikasi, sadar sebagai bagian dari anggota masyarakat
tersebut serta relative dapat menghidupi dirinya sendiri.89
Berdasarkan kedua pandangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa
masyarakat adalah suatu sistem kehidupan bersama bagi umat manusia yang
menempati wilayah tertentu dengan waktu yang relative lama, memiliki tujuan
bersama, tata hukum bersama, dan terciptanya pola interaksi sosial.
Dari berbagai definisi yang berkaitan dengan kesejahteraan dan
masyarakat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat
adalah kelompok manusia yang terpenuhi kebutuhannya baik rohani maupun
jasmani dan saling berinteraksi satu sama lain.
Kesejahteraan masyarakat, istilah yang sering digunakan dalam
terminologi akademik adalah kesejahteraan sosial, mengalami pergeseran dalam
pemahaman dan penggunaannya. Kesejahteraan sosial itu menunjuk kondisi
kehidupan yang baik, terpenuhinya kebutuhan materi untuk hidup, kebutuhan
spiritual (tidak cukup mengaku beragama tetapi wujud nyata dari beragama
seperti menghargai sesama), kebutuhan sosial seperti ada tatanan (order) yang
teratur, konflik dalam kehidupan dapat dikelola, keamanan dapat dijamin,
keadilan dapat ditegakkan dimana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di
depan hukum, tereduksinya kesenjangan sosial ekonomi.90
89Arifuddin Tike dan Tajuddin Hajma, Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam
(Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 4
90James Midgley, Pembangunan Sosial; Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan
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Mengkonseptualisasikan dalam tiga ketegori pencapaian tentang kesejahteraan,
yakni pertama, sejauh mana masalah sosial itu dapat diatur. Kedua, sejauh mana
kebutuhan dapat dipenuhi dan ketiga, sejauh mana kesempatan untuk
meningkatkan taraf hidup dapat diperoleh. Semuanya ini bisa diciptakan dalam
kehidupan bersama, baik ditingkat keluarga, komunitas maupun masyarakat
secara luas.
Kesejahteraan Sosial atau social welfare adalah keadaan sejahtera
masyarakat. Dalam Mu’jam Musthalahâtu al-‘Ulûm al-Ijtimâ’iyyah dijelaskan:
Kesejahteraan social adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-
lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok
untukmencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan
menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan
kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai
dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.91
Menurut Midgley Kesejahteraan social sebagai ‘’a state condition of
human well-being that exists when social problem are managed when human
needs are met, and when social opportunies are maximized’’(suatu keadaan atau
kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan social
dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika
kesempatan social dapat dimaksimalkan).92 Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang
Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial,
Sosial, (Jakarta: Depag RI, 2005) h. 21.
91Ahmad Zaki Badawi, Mu’jam Mushthalahâtu al-‘Ulûm al-Ijtimâ’iyyah, (Beirut:
Maktabah Lubnan, New Impression 1982), h. 399.
92James Midgley, Sosial Development: the Depvelopmental Perspektive in Social
Wefare, (London: Sage Puublications Ltd 1995), h. 5; dikutib dalam Isbandi Rukminto Adi,
Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Soaial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan),
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015),  h. 23.
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Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,
dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,
sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.93
Kesejahteraan sosial menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang
meliputi kebutuhan primer (primary needs), sekunder (secondary needs) dan
kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi: pangan (makanan) sandang
(pakaian), papan (tempat tinggal), kesehatan dan keamanan yang layak.
Kebutuhan sekunder seperti: pengadaan sarana transportasi (sepeda, sepeda
motor, mobil, dsb.), informasi dan telekomunikasi (radio, televisi, telepon, HP,
internet, dan lain sebagainya). Kebutuhan tersier seperti sarana rekereasi, hiburan.
Kategori kebutuhan di atas bersifat materil sehingga kesejahteraan yang tercipta
pun bersifat materil.
Kesejahteraan sosial dalam Islam pada intinya mencakup dua hal pokok
yaitu kesejahteraan sosial yang bersifat jasmani (lahir) dan rohani (batin).
Sejahtera lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap pribadi (individu)
yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya sendiri, sehingga akan terbentuk
keluarga/masyarakat dan negeri yang sejahtera94 Mengingat luasnya definisi
kesejahteraan dan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan, maka bahasan
kesejahteraan akan dibatasi “lebih kepada aspek ekonomi”. Demikian pula ayat-
ayat Al-Quran yang terkait secara langsung dengan konsep kesejahteraan dibatasi
pada usaha/bekerja, sebagai titik tolak pemilihan ayat yang akan dibahas. Ayat
yang dipilih adalah QS. Al-Taubah/9:105
93 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan
Sosial.
94Selaras dengan UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial bahwa
penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada a) perseorangan; b) keluarga; c) kelompok;
dan/atau d) Masyarakat. Sedangkan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: a. rehabilitasi
sosial; b. jaminan sosial; c. pemberdayaan sosial; dan d. perlindungan sosial.
57
 َنُﻮﻠَﻤَۡﻌﺗ ُۡﻢﺘﻨُﻛ ﺎَِﻤﺑ ﻢُُﻜﺌﱢَﺒُﻨَﯿﻓ ِةَﺪ َٰﮭ ﱠﺸﻟٱَو ِﺐۡﯿَﻐۡﻟٱ
Terjemahnya:
“dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”95
Pada ayat sebelumnya Allah SWT menganjurkan untuk bertaubat dan
melakukan kegiatan nyata antara lain membayar zakat dan bersedekah, kini pada
ayat 105 ini mereka diminta untuk –bekerja– melakukan aktivitas lain, baik yang
nyata maupun yang tersembunyi. Demikian korelasi dengan ayat sebelumnya.96
Dilihat dari pengertiannya, sejahtera yang berarti aman, sentosa, damai,
makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan
sebagainya, maka pengertian ini sejalan dengan pengertian “islam” yang berarti
selamat, sentosa, aman, dan damai.97Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa
masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah
yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana
dinyatakan dalam QS.al-Anbiyâ/21:107:
 َﻦﯿَِﻤﻠ َٰﻌۡﻠﱢﻟ ٗﺔَﻤۡﺣَر ﱠِﻻإ َﻚ َٰﻨۡﻠَﺳَۡرأ ٓﺎَﻣَو
Terjemahnya:
“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat
bagi semesta alam.’’98
95Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 203.
96Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera hati, Volume V, Cet. V, 2012),
h. 237-238.
97 Hammudah Abdalati. Ta’rifun bi Al-Islam, diterjemahkan oleh Nasmay Lofita Anas,
MTA., dengan judul Islam Suatu Kepastian, (Riyad: IIFSO, Cet. III, 1407H/1987M), h. 13.
98Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
2012), h. 331.
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Kehadiran Islam di semenajung Arab telah berhasil merubah status
kesejahteraan masyarakat arab pada waktu itu –yang sebelumnya sangat timpang.
Kekayaan sebagian besar dimiliki segelintir bangsawan dari pemuka arab, namun
setelah Islam kekayaan terdistibusi lebih merata. Islam telah hadir dengan segenap
konsep (sosialnya).99 Dengan Demikian dapat dikatakan bahwa kesejahteraan
sosial dimulai dengan “islam“, yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah
SWT. Agama Islam memberikan kemaslahatan yang besar, karena dipegang oleh
orang yang amanah. Selain itu Islam mengajarkan konsep untuk berbagi,
membagi nikmat, membagi kebahagian dan ketenangan tidak hanya untuk
individu namun untuk seluruh umat muslim lintas Negara.100Masyarakat Islam
pertama lahir dari Nabi Muhammad Saw., melalui kepribadian beliau yang sangat
mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga seimbang. Khadijah, Ali bin Abi
Thalib, Fathimah Az-Zahra’, dan lain-lain. Kemudian lahir di luar keluarga itu
Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a., dan sebagainya, yang juga membentuk keluarga, dan
demikian seterusnya, sehingga pada akhirnya terbentuklah masyarakat yang
seimbang antara keadilan dan kesejahteraan sosialnya.101
C. Tinjauan tentang Efektivitas
Secara etimologi efektivitas berasal dari bahasa inggris
99 Al-Wakil Muhammad Al-Sayyid Ahmad. Hadza Al-Dīn Baina Jahl Abnāihi Wa
Kaida A’dāihi. (Madinah:TP, Cet. I, 1391H/1871M), h. 65-69.
100‘Abd Al-Rahman bin ‘Abd Al-Khaliq, Al-Wishoya Al-‘Ashr lil ‘Amilin bi Al-Da’wah
ilallah Subhanahu wa Ta’ala. (Kuwait: Jam’iyah Ihya Turats Al-Islami, Cet. I 1408H/1988H). h
69-85.
101 Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhlui Atas Berbagai Persoalan
Umat. Edisi E-book , h. 131.
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‘’effectiveness’’102 yang berarti kemanjuran, kemudahan, kemujaraban,
keefektivan. Efektivitas dikaitkan dengan sistem kerjasama seperti dalam
organisasi perusahaan atau lembaga pemerintahanatau lembaga social,  sebagai
berikut: ‘’Effectiveness of cooperative effort relates to accomplishment of on
objective of the sytem and it s determined with a view to the system’s
requirement’’103 artinya efektivitas dari usaha kerjasama (antar individu)
berhubungan dengan pelaksanaan yang dapat mencapai suatu tujuan dalam suatu
siste, dan hal itu ditentukan dengan suatu pandangan dapat memenuhi kebutuhan
sistem itu sendiri. Secara terminology Efektivitas adalah suatu keadaan yang
mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang
dikehendaki.104
Menurut pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat
menyatakan bahwa ‘’Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan
yang telah ditentukan sebelumnya.’’105 Sedangkan menurut Sondang P. Siagian,
Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah
tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah
barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan
dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan
semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.106
Richard M. Steers mengemukakan bahwa pada dasarnya cara yang
terbaik untuk meneliti efektivitas adalah dengan memperhatikan tiga buah konsep
102John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Cet. XIX; Jakarta:
Gramedia, 1993), h. 153.
103Chester Barnard, Kebijakan Kinerja Karyawan (Prawirosentono, t.p. 1999), h. 28.
104 Ensiklopedia Administrasi, 1989, h. 147
105Soewarno Handayaningrat, Pengantar studi Ilmu Administrasi dan Manajemen
(Jakarta: Gunung Agung, 1983), h. 43.
106Sondang P. Siagian, Manajemen (Ed 2; Yogyakarta: BPFE UGM, 2001), h. 24.
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yang saling berhubungan yaitu pertama, paham mengenai optimasi tujuan:
efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil
mencapai tujuan yang layak dicapai; kedua, perspektif sistematika: tujuan
mengikuti sebuah daur dalam organisasi; dan ketiga, tekanan pada segi perilaku
manusia dalam susunan organisasi: bagaimana tingkah laku individu
dankelompok akhirnya dapat menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan
organisasi.107
Orientasi dalam penelitian tentang efektivitas sebagian besar bertumpu
pada pencapaian tujuan. George Poulus dan Tenenbaum dalam Richard M. Steers,
berpendapat bahwa konsep efektivitas kadang-kadang disebut sebagai
keberhasilan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan pencapaian tujuan.108
Sementara itu, Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan
melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu
organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara
pelaksanaannya.109 Sedangkan Gibson, mendefinisikan efektivitas sebagai
pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian
itu menunjukkan tingkat efektivitas.110
Sondang P. Siagian berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian
pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat
dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan direncanakan
sebelumnya.111 Manullang berpendapat bahwa, prestasi atau efektivitas organisasi
107Richard M. Steers. Et.al.. Efektivitas Organisasi (Jakarta: Erlangga, 1985). h. 4-7.
108Richard M. Steers. Et.al.. Efektivitas Organisasi. h. 20
109Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, (Jogjakarta: Pembaruan, 2005).
h. 109.
110Gibson Donnelly, Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses, (Ed VIII, terj, Jakarta:
Rinarupa Aksara, 1997), h. 27.
111Sondang P. Siagian, Manajemen (Ed 2; Yogyakarta: BPFE UGM, 2001), h. 151.
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pada dasarnya adalah efektivitas perorangan, atau denga kata lan bila tiap anggota
organisasi secara terkoordinasi melaksanakan tugas dan pekerjaannya masing-
masing dengan baik, efektivitas organisasi secara keseluruhan akan timbul.112
Dari beberapa definisi mengenai efektivitas di atas dapat disimpulkan
bahwa efektivitas berorientasi pada proses dan tercapainya tujuan yang telah
ditetapkan. Suatu tujuan tidak akan bisa terlepas dari sebuh proses, karena proses
merupakan jalan yang harus dilalui untuk sampai ke suatu tujuan. Oleh karena itu
tercapainya suatu tujuan sangat tergantung denganproses yang dilakukan.
Untuk mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sederhana, karena
efektivitas memiliki berbagai sudut pandang. Hal ini tergantung pada siapa yang
menilai serta menginterpretasikannya. Misalkan, untuk sebuah perusahaan
efektivitas bisa berarti merupakan laba yang diperoleh sedangkan menurut
pengamat social berarti kesejahteraan pekerjanya.
Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara
rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Jika
usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga
menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu
dikatakan tidak efektif.
Adapaun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga
pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan
Lubis yaitu:113
1. Pendekatan sumber yakni mengukur efektivitas dari input.
Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk
112Manullang, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h. 214.
113Lubis Hari. S.B. dan Martani Husaini, Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro),
(Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987), h. 55.
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memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai
dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas
pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau
mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran dimana pusat perhatian pada output, mengukur
keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan
rencana.
D. Zakat dalam Perundang-Undangan di Indonesia
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 merupakan hasil perubahan dari
Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang sebelumnya menjadi payung hukum
pengelolaan zakat di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
tentang pengelolaan zakat merupakan hal yang dinanti-nanti para pemerhati zakat.
Undang-Undang ini diharapkan mampu mendongkrak penerimaan zakat sehingga
berdayaguna maksimal dalam menyejahterakan masyarakat.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
mengatur tentang perecanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
agar pengelolaan zakat lebih terarah dan terintegrasi. Namun Undang-Undang ini
lebih banyak membahas tentang kelembagaan pengelola zakat, syarat pendirian
LAZ dan sanksi bagi LAZ yang tidak melaporkan pengelolaan zakatnya. Disisi
lain, Undang-Undang ini mengenyampingkan sanksi bagi muzakki yang tidak mau
membayar zakatnya. Padahal salah satu instrument peningkatan pemasukan dari
potensi zakat yang semakin meningkat adalah adanya daya paksa kepada muzakki
untuk menyalurkan zakatnya.
Dengan adanya amandemen Undang-Undang tersebut menunjukkan
bahwa pemerintah memperhatikan potensi zakat penting untuk dikelola dengan
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baik dan structural. Pemerintah selanjutnya menerbitkan Peraturan Pemerintah
No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tenttang
pengelolaan zakat. Niat baik pemerintah memperbaharui UU tersebut
berkontribusi dalam perbaikan manejemen dan sistem pengelolaan zakat.
Substansi dari beberapa pasal yang ada dalam UU No. 23 than 2011
tentang pengelolaan zakat menimbulkan banyak interpretasi dari beberapa
kalangan. Menurut pemerintah substansi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan
Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, lembaga-
lembaga pengelola zakat harus diperkuat, independen oleh pemerintah dan berada
dalam pengawasan sepenuhnya oleh pemerintah. Bukan berarti pemerintah ingin
mengambil alih pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat atau
masyarakat, pemerintah bertujuan memberikan paying hukum, melindungi, dan
memperbaiki tata kelolala zakat kepada semua elemen lembaga dan masyarakat.
Pihak lembaga amil zakat menginterpretasi hasil revisi UU zakat
tersebut, telah menghambat kinerja serta peran lembaga-lembaga zakat yang telah
ada. Hal ini disebabkan substansi yang terkandung dalam UU zakat tersebut
menyatakan bahwa ‘’ setiap Lembaga Amil Zakat yang ingin mendapat izin untuk
menyurkann, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat setidaknya harus
terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang
pendidikan, dakwah dan social’’.114
Sejauh ini sejak UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
diundangkan, banyak LAZ yang merasa keberatan dengan perizinan baru. Namun,
UU sudah ditetapkan dan masyarakat atau lembaga yang berkaitan wajib mentaati.
Jika masih ada LAZ yng tidak mengurus perjanjian baru maka berdasarkan UU
114Asep Saepullah, ‘’Perbedaan UU zakat yang lama dengan yang baru’’, dalam
http://Sharia/Economic/Education/(Sharee).html, diakses 17 February 2017
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tersebut pemerintah berhaka memberikan sanksi. Fakta di lapangan pemerintah
belum memberikan sanksi terhadap lembaga yang belum mengurus perjanjian.
Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 yang ditandatangani oleh
Presiden Susilo Bmbang Yudhoyono pada tanggal 14 Februari 2014, menurut
Nanang Q el-Ghazal (Marketing Director LAZISMU) PP tersebut bertentangan
dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Selain bertentangan, PP
tentang pelaksanaan UU zakat ini juga mengalami inkonsistensi dalam beberapa
pasal yang ada. Salah satu pasal yang bertentangan adalah pasal 62 dan 63 tentang
pembentukan perwakilan LAZ yang dibatasi hanya ditingkat provinsi untuk skala
Nasional dan ditingkat kabupaten/kota untuk LAZ skala provinsi. Sedang LAZ
skala kabupaten/kota tidak ada perwakilan.115
E. Kerangka Konseptual
115Nanang Q el-Ghazal ‘’ Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 bertentangan
dengan UU zakat’’ dalam http://media.rmol.co.//PP No. 14/2014 bertentangan dengan UU zakat.
diakses 17 Februari 2017.
Alquran dan Hadis
Peraturan Perundang-Undangan
Pengelolaan Zakat
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis field research, Field research
yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara,
observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi
dilapangan. Menurut Lexi J. Meolong, penelitian kualitatif yaitu penelitian
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang menjadi
subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-
lain, secara holistic serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan
berbagai metode alamiah.1
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kabupaten Sidrap (BAZ,
pemerintah daerah, kemenag) dengan pertimbangan. Kabupaten Sidrap
memiliki tiga sektor yang meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu:
pangan, perkebunan dan peternakan.
Kabupaten Sidenreng Rappang atau biasa dikenal dengan Kabupaten
Sidrap, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang
terletak kira-kira 183 km di sebelah utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi
Sulawesi Selatan). Secara astronomis Kabupaten Sidrap terletak antara 3043-
1Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXVII; Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2010), h. 6.
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4009 Lintang Selatan dan 119041-120010 Bujur Timur2, masing-masing
berbatasan dengan :
Sebelah Utara :  Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Engrekang
Sebelah Timur :  Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
Sebelah Selatan :  Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
Sebelah Barat :  Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare
Wilayah administratif Kabupaten Sidrap terbagi dalam 11 Kecamatan
dan 106 Desa/Kelurahan dengan luas 1.883,25 km2. Jumlah sungai yang
melintasi Kabupaten Sidrap sebanyak 38 aliran sungai. Kecamatan yang
terdapat di Kabupaten Sidrap ialah : Maritengngae, Pitu Riase, Dua Pitue,
Pitu Riawa, Watang Sidenreng, Kulo, Panca Rijang, Baranti, Watang Pulu,
Tellu Limpoe dan Panca Lautang.3
Jumlah penduduk Kabupaten Sidrap pada tahun 2013 sebanyak
283.307 jiwa yang terdiri dari 138.126 jiwa penduduk laki-laki dan 145.181
jiwa penduduk perempuan, dengan penduduk terbanyak berada di kecamatan
maritengngae yaitu sebesar 48.197 jiwa. Rasio jenis kelamin adalah
perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan pada
suatu daerah dan waktu tertentu. Pada tahun 2013 rasio jenis kelamin
kabupaten sidrap sebesar 95,14. Artinya, dalam setiap 100 penduduk
perempuan terdapat sekitar 95 penduduk laki-laki.4
2Misbahuddin, Sidenreng Rappang Dalam Angka 2014 (Pangkajene: BPS Kabupaten
Sidenreng Rappang, 2014), h. 3.
3Misbahuddin, Sidenreng Rappang Dalam Angka 2014, h. 5.
4Misbahuddin, Sidenreng Rappang Dalam Angka 2014, h. 5.
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Mayoritas penduduk di Kabupaten Sidrap memeluk agama Islam.
Pada tahun 2013, persentase penduduk yang beragama Islam sebesar 91,75
persen, disusul Hindu sebesar 7,89 persen, Kristen sebesar 0,35 persen dan
Budha sebesar 0,02 persen.5
B. Metode Pendekatan
1. Pendekatan Yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan
peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah
yang diteliti. Salah satu faktor yang membuat zakat tidak berperan sebagai
penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan umat adalah
pengelolaan yang tidak terorganisir. Adanya amil yang berbadan hukum
serta mendapatkan legimitasi dari hukum positif diharapkan mampu
memecahkan masalah pengelolaan, mobilisasi dan pendistribusian zakat
menjadi lebih optimal, professional serta fokus pada pengembangan
ekonomi dan kesejahateraan masyarakat.
2. Pendekatan Syariat yaitu pendekatan terhadap Hukum Islam yang
bersumber dari Alquran dan Sunnah. Untuk menelaah, mengkaji dan
memahami makna zakat dalam syariat
3. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang menggambarkan gejala sosial
yang timbul dalam masyrakat. Sebagaimana kewajiban membayar zakat,
baik zakat fitrah bagi setiap jiwa muslim maupun zakat mal bagi orang
yang kaya; secara sosiologis keduanya merupakan manifestasi dari
solidaritas sosial. Rasa kemanusiaan yang adil dan bertanggung jawab,
5 Misbahuddin, Sidenreng Rappang Dalam Angka 2014, h. 6.
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kepedulian untuk selalu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang
sedang mengalami kesusahan hidup
C. Jenis dan Sumber Data
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya6
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti
buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya.
D. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini adalah field research, maka data penelitian ini diperoleh
dengan berbagai cara yaitu:
1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik
tertentu.7 Ada dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan
wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara kita dihadapkan kepada dua
hal. Pertama, kita harus mengadakan interaksi dengan responden. Kedua, kita
menghadapi kenyataan, adanya pandangan orang lain yang kita hadapi ialah
bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana kita mengolah
pandangan yang mungkin berbeda.
2. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala
yang diteliti.8
6Sumbernya yaitu narasumber dilokasi penelitian atau data mentah yang masih
memerlukan pengolahan lebih lanjut.
7Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 72.
8Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial, h.54.
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3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen.9 Dokumentasi  ditujukan untuk memperoleh data langsung dari
tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan,
laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, data yang relevan dengan
penelitian.10
E. Instrument Penelitian
Instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian.
Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang
diperlukan. Dalam peneletian ini ada bebearapa instrumen penelitian yang
digunakan yaitu:
1. Pedoman wawancara
Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan
data dari informan pada saat dilakukan wawancara.
2. Handphone
Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang memiliki spesifikasi dan
fitur yang dapat membantu dalam peneletian ini, utamanya aplikasi Kamera
yang berfungsi untuk foto dan Video, serta Perekam Suara.
3. Alat tulis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses penelitian,
hal ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data sementara dalam
bentuk tulisan untuk selanjutnya diolah.
9Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial, h.73.
10Riduwan, Skala pengukuran Variabel-Variabel Penelitian (Bandung; Alfabeta, 2010),
h. 31.
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F. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:
1. Reduksi Data ialah proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus,
kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data
dalam sejumlah matriks yang diinginkan.
3. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi
dan disajikan.
Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis kulitatif yaitu teknik
pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka
mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis
konseptual dan teoritik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang
sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna. Analisis data tidak
hanya dimulai saat sebelum dan setelah penelitian, namun dilakukan secara terus
menerus selama peneltian berlangsung. Hal ini disertai dengan identifikasi dan
pemilaan terkait data yang dianggap penting dan berhubungan dengan fokus
penelitian.
G. Pengujian Keabsahan Data
Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi Credibility (validasi
internal), Transferability (validasi eksternal), Dependability (reabilitas), dan
Confirmability (obyektifitas).
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1. Kredibilitas
Uji kredibiltas antara lain dilakukan dengan cara yaitu:11
a. Perpanjangan pengamatan
Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data
yang telah diperoleh, apakah data yang telah diperoleh telah berubah
atau tidak.
b. Meningkatkan ketekunan
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara
cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut makan
kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti
dan sistematis.
c. Menggunakan Bahan Referensi
Bahan referensi merupakan pendukung yang dapat membuktikan data
yang telah ditemukan, seperti rekaman wawancara.
2. Pengujian Transferability
Pengujian Transferability merupakan validasi eksternal, digunakan agar
hasil penelitian dapat digunakan dapat diterapkan. Pengujian ini dilakukan
dengan membuat laporan yang diurai secara jelas, rinci dan sistematis.
3. Pengujian Defendability
Dalam penelitian kualitatif, uji defendability dilakukan dengan melakukan
audit terhadap keseluruhan proses oleh auditor yang independen, atau
pembimbing untuk mengaudit keseluruhan kegiatan peneliti dalam
melakukan penelitian.
11Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012),  h. 37.
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4. Pengujian Confirmability
Dalam penelitian ini uji confirmability dilakukan bersamaan dengan uji
defendability, kerena pengujian ini harus melibatkan orang lain.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Potensi Zakat Mal Kabupaten Sidenreng Rappang
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidrap pada tahun 2015 mengalami
peningkatan. PDRB pada tahun tersebut mengalami peningkatan yang cukup
signifikan yakni sekitar 9,28 trilyun rupiah untuk harga berlaku dan 6,59 trilyun
rupiah atas dasar harga konstan 2015.1
Sektor Perdagangan merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian
di Kabupaten Sidrap. Kontribusi sektor ini dalam Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) menempati urutan ketiga setelah sektor pertanian dan sektor jasa-
jasa. Oleh karena itu, perkembangan sektor ini tentunya akan berdampak pada
perekonomian Kabupaten Sidrap.2
Pada tahun 2015 jumlah usaha yang berbadan hukum sebanyak 3.374
perusahaan yang terdiri dari Perseroan Terbatas sebanyak 69 usaha, CV/Firma
sebanyak 832 usaha, koperasi sebanyak 365 usaha, Perseorangan sebanya 2.090
usaha dan lainnya sebanyak 18 usaha. Koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi
nasional dirasakan penting keberadaanya. Karena tujuannya tidak hanya semata-
mata untuk mencari keuntungan, melainkan juga untuk mensejahterakan
anggotanya.3
1Mifta Kusniah, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sidenreng Rappang
Menurut Lapangan Usaha 2011-2015, Katalog BPS: 9302008.7314 (Sidrap: BPS Sidrap, 2016),
h. 50.
2Sri Harjanti dan Annur Rachmih, Sidenreng Rappang dalam Angka Sidenreng
Rappang Regency In Figures 2016, Katalog BPS: 1102001.7314 (Sidrap: BPS Sidrap, 2016), h.
234.
3Sri Harjanti dan Annur Rachmih, Sidenreng Rappang dalam Angka Sidenreng
Rappang Regency In Figures 2016, , h. 234.
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Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian
Kabupaten Sidrap. Pada tahun 2015, kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
sebesar 33 persen. Beberapa komoditas tanaman pangan yang paling banyak
dihasilkan di Kabupaten Sidrap antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan
kacang-kacangan.4
Produksi tanaman padi di Kabupaten Sidrap pada tahun 2015 mencapai
534.473 ton yang dipanen dari areal seluas 83.075 Ha atau dengan produktivitas
sebesar 63,34 Ku/Ha. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2014, produksi
tahun 2015 mengalami peningkatan sekitar 9,33 persen. Dimana produksi tahun
2014 sebesar 488.882,72 ton dengan areal panen seluas 86.354,42 Ha atau dengan
produktivitas sebesar 56,61 Ku/Ha.5
Produksi tanaman jagung pada tahun 2015 mencapai 58.643 ton dengan
luas areal panen sebesar 10.834 Ha atau dengan produktivitas sebesar 54,12
Ku/Ha. Produksi tanaman jagung tahun 2014 mengalami penurunan sekitar 18,58
persen dibanding dengan tahun 2014 sebesar 72.026,75 ton dengan luas areal
panen sebesar 11.763 Ha atau dengan produktivitas sekitar 61,23 Ku/Ha.6
Produksi tanaman pangan lainnya pada tahun 2015 berupa ubi jalar (umbi basah)
yaitu mencapai 42.32 ton dengan luas panen 3 Ha dengan produktivitas 141.08
Ku/Ha7dan kacang-kacangan seperti kacang hijau (biji kering) mencapai 355.92
Ha dengan luas panen 251 Ha dengan produktivitas 14.18 Ku/Ha.8 Sementara
4Sri Harjanti dan Annur Rachmih, Sidenreng Rappang dalam Angka Sidenreng
Rappang Regency In Figures 2016, h. 166.
5Sri Harjanti dan Annur Rachmih, Sidenreng Rappang dalam Angka Sidenreng
Rappang Regency In Figures 2016, h. 166.
6Sri Harjanti dan Annur Rachmih, Sidenreng Rappang dalam Angka Sidenreng
Rappang Regency In Figures 2016, h. 167.
7Sri Harjanti dan Annur Rachmih, Sidenreng Rappang dalam Angka Sidenreng
Rappang Regency In Figures 2016, h. 177.
8Sri Harjanti dan Annur Rachmih, Sidenreng Rappang dalam Angka Sidenreng
Rappang Regency In Figures 2016, h. 180.
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produksi Tanaman Kacang Tanah (Biji Kering) mencapai 363.80 ton dengan luas
panen 124 Ha dengan produktivitasnya 13.21 Ku/Ha.9 Produksi Tanaman Kacang
Kedelai mencapai 181.02 ton dengan luas panen yaitu 121 Ha dengan
produktivitasnya yaitu 14.96 Ku/Ha.10
Hasil produksi tanaman sayur-sayuran, terlihat bahwa cabai, terong dan
kacang panjang adalah sayuran dengan produksi terbanyak daripada beberapa
jenis lainnya. Produksi cabai mencapai 11.050 ton dengan luas panen 386 Ha,
kemudian produksi terong mencapai 2.972 ton dengan luas panen 22 Ha dan
produksi kacang panjang 5.634 ton dengan luas panen 78,25 persen.11
Hasil produksi buah-buahan seperti pisang, mangga dan jeruk adalah
buah-buahan dengan produksi terbanyak dibandingkan beberapa jenis buah
lainnya di Kabupaten Sidrap. Produksi pisang mencapai 64.931 ton dimana Kulo
sebagai produsen terbesar, kemudian produksi mangga mencapai 21.769 ton,
dimana Panca Lautang sebagai produsen mangga terbesar dan produksi jeruk
sebanyak 6.036 ton dimana Pitu Riawa sebagai produsen terbesar.12
Pada tahun 2015, hasil produksi perkebunan dengan 3 jenis komoditas
dengan produksi terbesar yaitu, kelapa, kopi dan lada. Produksi kelapa mencapai
1.241,97 ton yang dipanen dari areal seluas 2.216 Ha, produksi kelapa menurun
dibandingkan dengan tahun 2014 dimana produksi kelapa mencapai 1.866,31 ton
dengan luas panen 3.066,79 Ha. Selanjutnya, tanaman kopi dengan produksi
sebesar 280,85 ton yang dipanen dari areal seluas 527,11 Ha. Tanaman dengan
9Sri Harjanti dan Annur Rachmih, Sidenreng Rappang dalam Angka Sidenreng
Rappang Regency In Figures 2016, h. 178.
10Sri Harjanti dan Annur Rachmih, Sidenreng Rappang dalam Angka Sidenreng
Rappang Regency In Figures 2016, h. 179.
11Sri Harjanti dan Annur Rachmih, Sidenreng Rappang dalam Angka Sidenreng
Rappang Regency In Figures 2016, h. 167.
12Sri Harjanti dan Annur Rachmih, Sidenreng Rappang dalam Angka Sidenreng
Rappang Regency In Figures 2016, h. 168.
77
produksi terbanyak ketida adalah lada dengan produksi sebesar 80,25 ton yang
dipanen dari areal seluas 324,80 Ha.13
Perternakan di Kabupaten Sidrap pada tahun 2015 dengan populasi Sapi
perah sebanyak 54.951 ekor, Sapi Potong sebanyak 2.852 ekor, Kerbau sebanyak
599 ekor dan Kuda sebanyak 12.725 ekor.14
Selain terkenal sebagai kota beras, Kabupaten Sidrap juga terkenal dengan
produsen telur. Pada tahun 2015, jumlah ayam sebanyak 10.361.650 ekor, terdiri
dari 1.714.855 ekor ayam kampung, 2.757.386 ekor ayam pedaging dan 5.889.409
ekor ayam petelur.15
Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sidrap pada tahun 2015 di
perairan umum mencapai 2.306 ton, namun dibandingkan dengan tahun
sebelumnya terjadi penurunan sebesar 25 persen, dimana pada tahun 2014 jumlah
produksi mencapai 3.102 ton.16
Hasil produksi kehutanan pada tahun 2015 yakni produksi kayu mencapai
6.100 ton, bila dibandingkan tahun 2014 terjadi kenaikan jumlah produksi sebesar
3,39 persen dimana pada tahun 2014 jumlah produksi kayu sebesar 5.900 ton.17
Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,
dinyatakan harta yang dikenai zakat mal adalah:18
13Sri Harjanti dan Annur Rachmih, Sidenreng Rappang dalam Angka Sidenreng
Rappang Regency In Figures 2016, h. 168-169.
14Sri Harjanti dan Annur Rachmih, Sidenreng Rappang dalam Angka Sidenreng
Rappang Regency In Figures 2016, h. 169.
15Sri Harjanti dan Annur Rachmih, Sidenreng Rappang dalam Angka Sidenreng
Rappang Regency In Figures 2016, h. 169.
16Sri Harjanti dan Annur Rachmih, Sidenreng Rappang dalam Angka Sidenreng
Rappang Regency In Figures 2016, h. 169-170.
17Sri Harjanti dan Annur Rachmih, Sidenreng Rappang dalam Angka Sidenreng
Rappang Regency In Figures 2016, h. 170.
18Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
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a. Emas, perak dan logam mulia lainnya;
b. Uang dan surat berharga lainnya;
c. Perniagaan;
d. Pertanian, perkebunan dan hasil kehutanan;
e. Perternakan dan perikanan;
f. Pertambangan;
g. Perindustrian;
h. Pendapatan dan jasa;
i. Rikaz.
Adapun ketentuan mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat mal
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 4 diatur dengan Peraturan Menteri.
Potensi zakat mal dari hasil sebagaimana disebtkan diatas, apabila dikelola
dengan baik dan efektif oleh pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Sidrap, maka
akan dihasilkan pendapatan yang cukup besar dari hasil penjualan produksi
tersebut sebagai dana zakat mal.
B. Mekanisme Pengelolaan Zakat Mal di Kabupaten Sidrap
1. Pengumpulan
Islam telah memasukkan dalam struktur keyakinannya suatu peraturan
untuk kemandirian sosial, dimana setiap orang memberikan sumbangan sesuai
dengan kemampuannya, untuk memenuhi visinya mengenai suatu persaudaraan
dimana setiap orang memiliki martabat dan perhatian dengan keberadaannya
sebagai khalifah Tuhan dan sebagai Anggota ummat. Sementara kewajiban setiap
Muslim untuk mencari nafkah, Islam juga menjadikannya suatu kewajiban
bersama masyarakat Muslim untuk memenuhi kebutuhan bagi mereka yang tidak
mampu mandiri karena beberapa ketidakmampuan yang ada diluar
kemampuannya.
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Adanya perintah zakat sebenarnya dimaksudkan agar tingkat kemiskinan
tidak sampai terjadi, atau minimal tingkat kemiskinan bisa diminimalisir. Adanya
perintah zakat juga memperjelas bahwa Islam mengajarkan pemerataan ekonomi;
agar kekayaan tidak berkutat pada golongan elit saja hingga kesenjangan antara
miskin dan kaya tidak Nampak mencolok.
Zakat mal sebagaimana disyariatkan dalam Alquran dan Hadis, sesuai
dengan Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal
4 ayat 2, zakat mal meliputi: emas dan perak; perniagaan; pertanian, perkebunan,
dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustarian;
pendapatan dan jasa; dan rikaz.
TABEL 4.1.  REKAPITULASI PENGUMPULAN
ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH BAZNAS KAB. SIDRAP TAHUN
2015
NO KABUPATEN JUMLAH
MUZAKI PENGUMPULAN
JUMLAH
PENGUMPULAN
(4+5+6+7)
ZAKAT FITRAH ZAKAT
MAL
ZAKAT
PROFESI
INFAQ/
SHODAQAH
DANA SOSIAL
KEAGAMAAN
LAINNYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 SIDRAP
137.960 3.356.294.000 2.700.000 149.281.000
- -
3.508.412.960
JUMLAH
137.960 3.356.294.000 2.700.000 149.281.000
- -
3.508.412.960
Sumber data: BAZNAS Kabupaten Sidrap
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Dari tabel 4.1 dana zakat mal yang masuk dari masyarakat hanya
2.700.000. dalam hal ini BAZNAS belum bekerja secara maksimal untuk
menggali potensi zakat yang ada, walaupun Pegawai Negeri Sipil khususnya
lingkup Kementrian Agama menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS. Jika
terjadi hal demikian, ini membuktikan adan kekhawatiran dari masyarakat dalam
pengelolaan zakat mal di BAZNAS.
TABEL 4.2. PEMASUKAN ZAKAT MAL LEMBAGA AMIL ZAKAT
MESJID AGUNG SIDRAP RAMADHAN 1435 H
NO TANGGAL URAIAN PEMASUKAN
1 24/7/2014 Zakat Mal 13.585.000
2 25/7/2014 Zakat Mal 4.100.000
3 26/7/2014 Zakat Mal 10.065.000
4 27/7/2014 Zakat Mal 4.650.000
5 28/7/2014 Zakat Mal 1.700.000
TOTAL PEMASUKAN 86.787.000
Sumber data: LAZ Mesjid Agung Kabupaten Sidrap
TABEL 4.3. PEMASUKAN INFAQ LEMBAGA AMIL ZAKAT MESJID
AGUNG SIDRAP RAMADHAN 1435 H
NO TANGGAL URAIAN PEMASUKAN
1 24/7/2014 Infaq 3.403.000
2 25/7/2014 Infaq 2.110.000
3 26/7/2014 Infaq 3.045.000
4 27/7/2014 Infaq 900.000
5 28/7/2014 Infaq 40.000
TOTAL PEMASUKAN
Sumber data: LAZ Mesjid Agung Kabupaten Sidrap
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TABEL 4.4. PEMASUKAN ZAKAT FITRI LEMBAGA AMIL ZAKAT
MESJID AGUNG SIDRAP RAMADHAN 1435 H
NO TANGGAL URAIAN PEMASUKAN
1 24/7/2014 Zakat Fitri
4.672.000
2 25/7/2014 Zakat Fitri 10.573.000
3 26/7/2014 Zakat Fitri 14.570.000
4 27/7/2014 Zakat Fitri 11.809.000
5 28/7/2014 Zakat Fitri 1.565.000
TOTAL PEMASUKAN
Sumber data: LAZ Mesjid Agung Kabupaten Sidrap
Lihat tabel 4.2, 4.3, dan 4.4. Menjelang perayaan hari raya Idul Fitri tiap
tahunnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Mesjid Agung Kabupaten Sidrap menerima
zakat fitri yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, selain itu masyarakat
mempercayakan zakat mal untuk dikelola. Hal ini membutikan kepercayaan
masyarakat terhadap LAZ lebih tinggi daripada BAZNAS. Menurut Imam masjid
Agung yang sekaligus ketua LAZ, beliau menyatakan bahwa zakat mal
masyarakat Sidrap tidak sepenuhnya diberikan pada satu lembaga zakat,
masyarakat menyalurkan zakat malnya di beberapa LAZ yang dikelola di masjid-
masjid.
2. Pendistribusian
Pendistribusian zakat di Kabupaten Sidrap langsung dilakukan oleh
muzakki tanpa melibatkan lembaga pengelola zakat. Penyaluran zakat beberapa
warga Sidrap: Syamsu Alam S.Pdi mengungkapkan ‘’tiap bulannya saya
menyalurkan zakat harta langsung kepada mustahik dalam bentuk uang maupun
sembako’’, Razman ‘’zakat harta yang dikeluarkan berupa beras 5-10kg/mustahik,
beras yang disalurkan ke mustahik tiap tahunnya sekitar 30 ton’’
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TABEL 4.5. REKAPITULASI PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH BAZNAS KAB. SIDRAP TAHUN
2015
NO PENYALURAN JUMLAH JUMLAH
MUSTAHIK
1 FAKIR 687.925.000 23.068
2 MISKIN 489.598.275
3 AMIL 158.587.525
4 MUALLAF -
5 RIQAB -
6 GHARIMIN -
7 FISABILILLAH -
8 IBNU SABIL -
JUMLAH 1.336.110.527 23.068
Sumber data: BAZNAS Kabupaten Sidrap
TABEL 4.6. REKAPITULASI PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH BAZNAS KAB. SIDRAP TAHUN
2015
NO PENYALURAN JUMLAH
1 PENDIDIKAN 5.895.075
2 SARANA IBADAH 8.842.613
3 MODAL KERJA 31.790.150
4 SOSIAL 23.842.613
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JUMLAH 703.704.451
Sumber data: BAZNAS Kabupaten Sidrap
Pendistribusian yang dilakukan BAZNAS dapat dilihat pada tabel 4.3.
Dana yang didistribusikan tersebut tidak hanya bersumber dari zakat namun, dan
non zakat seperti infaq dan shadaqoh. Adapun uraiannya sebagai berikut:
a. Fakir dan Miskin
Untuk meringankan beban fakir miskin, maka BAZNAS mengalokasikan
dana  sebesar Rp 1.177.523.275. sebagian besar dana diberikan kepada fakir
miskin, mengingat golongan ini merupakan golongan pertama yang harus
diutamakan sebagai kelompok penerima zakat. Pemberian zakat kepada golongan
tersebut merupakan tujuan utama disyariatkannya zakat.
b. Amil Zakat
Dana zakat yang diberikan kepada Amil cukup besar yakni Rp
158.587.525. Jumlah tersebut dianggap terlalu berlebihan, hal tersebut tidak wajar
mengingat masih ada yang lebih membutuhkan. Pada dasarnya amil berhak
menerima dana zakat, namun dana yang dialokasikan untuk amil tidak perlu
berlebihan dan diberikan sesuai kebutuhanya.
c. Pendidikan
Kepedulian terhadap anak yatim atau anak yang hidup dibawah garis
kemiskinan dan berprestasi diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa,
fasilitas pendidikan dan pembelajaran gratis. Harapannya, para siswa tersebut
memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan minat dan bakat mereka
masing-masing. Dana untuk pendidikan Rp 5.895.075, dengan dana yang terbatas
tersebut membuat beasiswa atau keperluan pendidikan lainnya belum mampu
memenuhi kebutuhan siswa(i) maupun mahasiswa(i).
d. Sarana Ibadah
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Dana untuk keperluan ibadah yang dialokasikan BAZNAS Rp 8.847.613,
dana tersebut untuk keperluan pembelian sarana ibadah. Sarana ibadah tersebut
sangat penting untuk meningkatkan kualiatas ibadah masyarakat, jika sarana
memadai maka masyarakat akan nyaman dalam melakukan ibadah.19
e. Modal Kerja
Demi mewujudkan masyarakat yang mandiri, BAZNAS memberikan
modal bergulir dalam bentuk pengadaan infrastruktur dan sarana penunjang
aktivitas masyarakat dalam kegiatan usahanya. Bantuan sarana usaha diberikan
berdasarkan hasil penilaian kelayakan usaha masing-masing dengan tahapan
sebagai berikut: seleksi, skema pemberian modal, dan pembentukan kelompok
usaha.20
f. Sosial
Dana social merupakan dana cadangan yang dialokasikan untuk bencana
alam, kebakaran, santunan, dan lain-lain. Dana tersebut sangat membantu
masyarakat yang mengalami musibah.21
Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III tentang Zakat
dan Hibah, pada pasal 690 ayat 2 berbunyi ‘’zakat terlebih dulu didistribusikan
kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat ‘’.
Allah berfirman dalam QS al-Taubah/9 : 60
 ِﻲﻓَو ُۡﻢُﮭﺑُﻮُﻠﻗ َِﺔﻔﱠﻟَﺆُﻤۡﻟٱَو َﺎﮭَۡﯿﻠَﻋ َﻦِﯿﻠِﻤ َٰﻌۡﻟٱَو ِﻦﯿِﻜ َٰﺴَﻤۡﻟٱَو ِءٓاََﺮُﻘﻔِۡﻠﻟ ُﺖ َٰﻗَﺪ ﱠﺼﻟٱ ﺎَﻤﱠِﻧإ
 ٞﻢﯿِﻜَﺣ
19 Nadirah, PNS Kemenag, Wawancara, Sidrap, 6 Desember 2016.
20 Dr. Umar Yahya, Sekretaris BAZNAS, Wawancara, Sidrap, 7 Desember 2016.
21 Nadirah, PNS Kemenag, Wawancara, Sidrap, 6 Desember 2016.
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Terjemahnya:
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk
hatinya, memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan
Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu
ketepatan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.
Berdasarkan ayat di atas Imam Syafi’i berkata, ‘’Siapa pun tidak
diperbolehkan membagikan membagikan zakat tanpa mengikuti apa yang telah
ditetapkan oleh Allah swt. Hal itu jika kedelapan kelompok mustahik itu ada.
Karena hanya kelompok mustahik yang ada dapat memperoleh bagian zakat.’’22
Imam Syafi’i juga berkata, ‘’Zakat yang diambil dari suatu kaum
hendaknya dibagikan kepada orang yang berhak yang hidup sekampung dengan
mereka dan tidak dibagikan keluar lingkungan mereka, kecuali jika tidak ada
seorang pun yang berhak menerima zakat.’’23
Berkaitan dengan ayat di atas, para ulama berbeda pendapat terhadap
delapan kelompok mengenai pembagian zakat yang meliputi semuanya, atau
sebatas memungkinkan. Dalam hal ini terdapat dua pendapat:24
Pertama, harus meliputi semuanya. Ini adalah pendapat Imam Asy-
Syafi’i dan sekelompok ulama. Kedua, tidak harus semuanya. Harta zakat boleh
dibagikan kepada satu kelompok saja, meskipun terdapat sekelompok lain. Ini
adalah pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama Salaf dan Khalaf,
diantaranya adalah ‘Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abul ‘Aliyah, Sa’id bin Jubair
dan Maimun bin Mihran. Ibnu Jarir berkata, ‘’Ini adalah pendapat sebagian besar
ulama.’’ Penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk
22 Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi’I Jilid 2, (Jakarta: Almahira,
2008), h. 642
23 Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi’I Jilid 2,h. 642
24 Abul Fida’amuddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, Tafsir Ibnu
Katsir Jilid 5, (Solo: Insan Kamil, 2015), h, 176
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menjelaskan mereka yang berhak, bukan karena keharusan memenuhi semuanya.
Adapun pemaparan argumentasi antar pendapat yang berselisih bukan disini
tempatnya. Wallahu A’lam.
Orang-orang fakir didahulukan karena mereka lebih membutuhkan dari
pada kelompok-kelompok yang lain. Menurut Abu Hanifah, orang miskin
kondisinya lebih buruk dari orang fakir. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu ‘Aun,
dari Muhammad, ia berkata, ‘’Umar berkata, ‘Orang fakir itu bukannlah orang
yang tidak mempunyai harta, tetapi yang dimaksud dengan fakir adalah orang
yang tidak mau berusaha’.’’ Ibnu ‘Aliyah berkata, ‘’Menurut kami adalah yang
menyimpang.’’ Sedangkan jumhur berpendapat sebaliknya.25
Dirawayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan Al-Bashri, dan Ibnu
Zaid, pendapat ini yang dipilih Ibnu Jarir dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud
dengan fakir adalah orang yang butuh tetapi tidak meminta-minta, sedangkan
orang miskin adalah orang yang butuh akan tetapi dia mau meminta-minta.26
Qatadah berkata, ‘’Orang fakir adalah orang yang butuh dan memiliki
penyakit menahun, sedangkan orang miskin adalah orang yang butuh tetapi
badannya sehat.’’Ats-Tsauri berkata dari Manshur, dari Ibrahim, ‘’Orang fakir
adalah mereka kaum Muhajirin.’’ Sufyan Ats-Tsauri berkata, ‘’Yakni, yang tidak
diberikan sesuatupun.’’ Demikian juga seperti yang diriwayatkan dari Sa’id bin
Jabir dan Sa’id bin Abdurahman bin Abzay.27
25 Abul Fida’amuddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, Tafsir Ibnu
Katsir Jilid 5, (Solo: Insan Kamil, 2015), h, 176
26 Abul Fida’amuddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, Tafsir Ibnu
Katsir Jilid 5, h, 176
27 Abul Fida’amuddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, Tafsir Ibnu
Katsir Jilid 5, h, 176-177
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Ikramah berkata, ‘’Janganlah kalian menyebut kepada orang fakir Muslim
dengan sebutan orang miskin, karena sesungguhnya yang dimaksud dengan orang
miskin adalah orang ahli kitab. Sekarang kami akan menyebutkan hadis-hadis
yang berkaitan dengan delapan kelompok ini. Tentang orang fakir, dari Ibnu
‘Umar ia berkata,28 Rasulullah saw bersabda,
 ُﻦْﺑ ُنَﺎﯿْﻔُﺳ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ﱡﻲِِﺴﻟَﺎﯿﱠﻄﻟا َدُواَد ُﻮَﺑأ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ٍرﺎ ﱠَﺸﺑ ُﻦْﺑ ُﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ٍﺮَْﻜﺑ ُﻮَﺑأ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ
 ْﻦَﻋ ُنَﺎﯿْﻔُﺳ َﺎﻧََﺮﺒَْﺧأ ِقا ﱠز ﱠﺮﻟا ُﺪْﺒَﻋ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ َنَﻼْﯿَﻏ ُﻦْﺑ ُدﻮُﻤْﺤَﻣ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ و ح ٍﺪﯿِﻌَﺳ
 َﺤْﯾَر ْﻦَﻋ َﻢﯿِھاَﺮِْﺑإ ِﻦْﺑ ِﺪْﻌَﺳ ﱢِﻲﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ وٍﺮْﻤَﻋ ِﻦْﺑ ِ ﱠﷲ ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ َﺪﯾَِﺰﯾ ِﻦْﺑ َنﺎ
 َلَﺎﻗ ﱟيِﻮَﺳ ٍة ﱠﺮِﻣ يِِﺬﻟ َﻻَو ﱟِﻲﻨَِﻐﻟ َُﺔﻗَﺪ ﱠﺼﻟا ﱡﻞَِﺤﺗ َﻻ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ
 ُﻣ ِﻦْﺑ َﺔَﺼِﯿَﺒﻗَو َةَدَﺎﻨُﺟ ِﻦْﺑ ﱢﻲِﺸْﺒُﺣَو َةَﺮْﯾَُﺮھ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ بَﺎﺒْﻟا ِﻲﻓَو ُﻮَﺑأ َلَﺎﻗ ٍقِرﺎَﺨ
 ِﺪْﻌَﺳ ْﻦَﻋ َُﺔﺒْﻌُﺷ ىَوَر َْﺪﻗَو ٌﻦَﺴَﺣ ٌﺚﯾِﺪَﺣ وٍﺮْﻤَﻋ ِﻦْﺑ ِ ﱠﷲ ِﺪْﺒَﻋ ُﺚﯾِﺪَﺣ ﻰَﺴﯿِﻋ
 اََﺬھ ِﺮْﯿَﻏ ِﻲﻓ َيِوُر َْﺪﻗَو ُﮫَْﻌﻓَْﺮﯾ َْﻢﻟَو ِدَﺎﻨْﺳ ِْﻹا اََﺬِﮭﺑ َﺚﯾِﺪَﺤْﻟا اََﺬھ َﻢﯿِھاَﺮِْﺑإ ِﻦْﺑ
 ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﻲﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ ِﺚﯾِﺪَﺤْﻟا يِِﺬﻟ َﻻَو ﱟِﻲﻨَِﻐﻟ َُﺔَﻟﺄْﺴَﻤْﻟا ﱡﻞَِﺤﺗ َﻻ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ
 َق ﱢﺪُُﺼَﺘﻓ ٌءْﻲَﺷ ُهَﺪْﻨِﻋ ْﻦَُﻜﯾ َْﻢﻟَو ﺎًﺟَﺎﺘْﺤُﻣ ًّﺎﯾَِﻮﻗ ُﻞُﺟ ﱠﺮﻟا َنﺎَﻛ اَِذإَو ﱟيِﻮَﺳ ٍة ﱠﺮِﻣ
 ِﺪَﺤْﻟا اََﺬھ ُﮫْﺟَوَو ِﻢْﻠِﻌْﻟا ِﻞَْھأ َﺪْﻨِﻋ ِق ﱢﺪََﺼﺘُﻤْﻟا ْﻦَﻋ َأَﺰَْﺟأ ِﮫَْﯿﻠَﻋ ِﺾَْﻌﺑ َﺪْﻨِﻋ ِﺚﯾ
 َِﺔَﻟﺄْﺴَﻤْﻟا َﻰﻠَﻋ ِﻢْﻠِﻌْﻟا ِﻞَْھأ
Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Muhammad bin Basysyar
telah menceritakan kepada kami Abu Daud At Thayalisi telah
menceritakan kepada kami Sufyan bin Sa'id. Dan juga telah menceritakan
kepada kami Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami
Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Sa'd bin Ibrahim
dari Raihan bin Yazid dari Abdullah bin Amru dari Nabi Shallallaahu
'alaihi wasallam beliau bersabda: "Orang yang kaya tidak berhak
menerima zakat demikian juga orang yang memiliki anggota badan yang
sempurna". (perawi) berkata, dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari
Abu Hurairah, Hubsyi bin Junadah dan Qabishah bin Mukhariq. Abu 'Isa
berkata, hadits Abdullah bin Amru ialah hadits hasan, dan Syu'bah telah
28 Abul Fida’amuddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, Tafsir Ibnu
Katsir Jilid 5,, h, 177
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meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang sama dari Sa'ad bin Ibrahim,
namun dia tidak memarfu'kannya. Dalam hadits yang lain, telah
diriwayatkan dari Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam yaitu: "Tidak halal
meminta-minta bagi orang kaya, demikian juga orang yang memiliki
anggota badan yang sempurna, jika dia orang yang kuat, namun dia sangat
membutuhkan, serta tidak memiliki apapun, maka dia diberi bagian zakat,
sebagian ulama membolehkan amil zakat untuk melakukannya."29
Imam Ahmad, An-Nasa’i dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis serupa dari
Abu Hurairah. Dari Ubaidillah bin ‘Adi Al-Khiyar, bahwasanya ada dua orang
yang memberitahunya, bahwa keduanya telah datang kepada Rasulullah saw
untuk meminta bagian zakat. Maka Rasulullah saw memandangi keduanya dengan
seksama dan melihat keduanya sebagai orang yang kuat, lalu berkata,30
 َلَﺎﻗ ٍﺪْﻌَﺳ َﻦْﺑا ِﻲﻨَْﻌﯾ ُﻢﯿِھاَﺮِْﺑإ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ﱡِﻲﻠﱡﺘُﺨْﻟا ﱡيِرَﺎﺒَْﻧْﻷا ﻰَﺳﻮُﻣ ُﻦْﺑ ُدﺎﱠﺒَﻋ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ
 ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﻲﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ وٍﺮْﻤَﻋ ِﻦْﺑ ِ ﱠﷲ ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ َﺪﯾَِﺰﯾ ِﻦْﺑ َنﺎَﺤْﯾَر ْﻦَﻋ ِﻲَﺑأ ِﻲﻧََﺮﺒَْﺧأ
 َِﺤﺗ َﻻ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ دُواَد ُﻮَﺑأ َلَﺎﻗ ﱟيِﻮَﺳ ٍة ﱠﺮِﻣ يِِﺬﻟ َﻻَو ﱟِﻲﻨَِﻐﻟ َُﺔﻗَﺪ ﱠﺼﻟا ﱡﻞ
 ٍﺪْﻌَﺳ ْﻦَﻋ َُﺔﺒْﻌُﺷ ُهاَوَرَو ُﻢﯿِھاَﺮِْﺑإ َلَﺎﻗ ﺎَﻤَﻛ َﻢﯿِھاَﺮِْﺑإ ِﻦْﺑ ِﺪْﻌَﺳ ْﻦَﻋ ُنَﺎﯿْﻔُﺳ ُهاَوَر
 ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﻲﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ ُﺮَُﺧْﻷا ُﺚﯾِدﺎََﺣْﻷاَو ﱟيَِﻮﻗ ٍة ﱠﺮِﻣ يِِﺬﻟ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ
 ُﮫﱠَﻧأ ٍﺮَْﯿھُز ُﻦْﺑ ُءَﺎﻄَﻋ َلَﺎﻗ و ﱟيِﻮَﺳ ٍة ﱠﺮِﻣ يِِﺬﻟ َﺎﮭُﻀَْﻌﺑَو ﱟيَِﻮﻗ ٍة ﱠﺮِﻣ يِِﺬﻟ َﺎﮭُﻀَْﻌﺑ
 ﱟيِﻮَﺳ ٍة ﱠﺮِﻣ يِِﺬﻟ َﻻَو ﱟيَِﻮِﻘﻟ ﱡﻞَِﺤﺗ َﻻ ََﺔﻗَﺪ ﱠﺼﻟا ﱠِنإ َلَﺎَﻘﻓ وٍﺮْﻤَﻋ َﻦْﺑ ِ ﱠﷲ َﺪْﺒَﻋ َِﻲَﻘﻟ
Artinya:
Telah menceritakan kepada Kami 'Abbad bin Musa Al Anbari Al Khuttuli,
telah menceritakan kepada Kami Ibrahim yaitu Ibnu Sa'd, ia berkata; telah
mengabarkan kepadaku ayahku dari Raihan bin Yazid dari Abdullah bin
'Amr dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Tidak halal
zakat bagi orang kaya dan orang yang kuat dan sehat badan." Abu Daud
berkata; Sufyan telah meriwayatkannya dari Sa'd bin Ibrahim sebagaimana
yang dikatakan Ibrahim. Dan Syu'bah telah meriwayatkannya dari Sa'd, ia
29Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari, (Bandung: Jabal, 2012), h. 231.;
Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam,
2007), h. 634-635.
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berkata; lidzii mirratin qawiyyin. Sedangkan hadits-hadits yang lain dari
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebagiannya dengan kata; lidzii mirratin
qawiyyin, dan sebagiannya; lidzii mirratin sawiyyin. 'Atha` bin Zuhair
berkata; bahwa ia telah berjumpa dengan Abdullah bin 'Amr dan berkata;
sesungguhnya zakat tidak halal bagi orang yang kuat, dan orang yang kuat
lagi sehat badan.31
Ibnu Abi Hatim di dalam kitabnya Al-Jarhu Wa Ta’dil, Abu Bakar Al-
Isa berkata, ‘’ Umar membacakan ayat ‘sesungguhnya zakat itu untuk orang-
orang fakir.’ Ia berkata, ‘Mereka adalah Ahli kitab’.’’ Dan diriwayatkan darinya
bahwa Umar bin Nafi’ berkata, ’’Aku mendengar bapakku berkata tentang hal
itu.’’ Dan aku memandang perkataan ini adalah aneh, dilihat dari kesahihan
sanadnya. Karena meskipun Abu Hatim tidak menyebutkan Abu Bakar sebagai
orang yang majhul tetapi orang ini tidak diketahui identitasnya. Adapun tentang
orang miskin, Abu Hurairah ra berkata bahwasanya32 Rasulullah saw bersabda,
 ْﻦَﻋ ِدَﺎﻧ ﱢﺰﻟا ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ ﱠﻲِﻣاَﺰِﺤْﻟا ِﻲﻨَْﻌﯾ ُةَﺮﯿِﻐُﻤْﻟا َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ٍﺪﯿِﻌَﺳ ُﻦْﺑ َُﺔﺒَْﯿُﺘﻗ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ
 َﺲَْﯿﻟ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر ﱠَنأ َةَﺮْﯾَُﺮھ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ ِجَﺮَْﻋْﻷا
 َُﻄﯾ يِﺬﱠﻟا ِفا ﱠﻮﱠﻄﻟا اََﺬِﮭﺑ ُﻦﯿِﻜْﺴِﻤْﻟا ِنَﺎﺘَﻤْﻘﱡﻠﻟاَو ُﺔَﻤْﻘﱡﻠﻟا ُه ﱡدَُﺮَﺘﻓ ِسﺎﱠﻨﻟا َﻰﻠَﻋ ُفﻮ
 ًﻰﻨِﻏ ُﺪَِﺠﯾ َﻻ يِﺬﱠﻟا َلَﺎﻗ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر َﺎﯾ ُﻦﯿِﻜْﺴِﻤْﻟا ﺎََﻤﻓ اُﻮﻟَﺎﻗ ِنَﺎﺗَﺮْﻤﱠﺘﻟاَو ُةَﺮْﻤﱠﺘﻟاَو
ًﺎﺌْﯿَﺷ َسﺎﱠﻨﻟا َُلﺄَْﺴﯾ َﻻَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ َقﱠﺪََﺼُﺘَﯿﻓ َُﮫﻟ ُﻦَﻄُْﻔﯾ َﻻَو ِﮫِﯿﻨُْﻐﯾ
Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan
kepada kami Al Mughirah Al Hizami dari Abu Zinad dari Al A'raj dari
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Orang miskin bukanlah mereka yang berkeliling meminta-minta kepada
31 Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan An-Nasa’I Jilid 2, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2006), h. 359-360.;Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan At-Tirmidzi
Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 527-528.; Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih
Sunan Ibnu Majah Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 158.
32 Abul Fida’amuddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, Tafsir Ibnu
Katsir Jilid 5, (Solo: Insan Kamil, 2015), h, 177
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orang banyak, lalu peminta itu diberi sesuap dua suap, atau sebutir dua
butir kurma." Para sahabat bertanya, "Kalau begitu, seperti apakah orang
yang miskin itu?" Beliau menjawab: "Orang miskin sesungguhnya ialah
mereka yang tidak memiliki apa-apa untuk menutupi kebutuhannya,
namun keadaannya itu tidak diketahui orang supaya orang bersedekah
padanya, dan tidak pula meminta-minta ke sana ke mari."33
Adapun tentang Al-Gharim, ada beberapa macam, ada beberapa macam;
diantaranya, orang yang mempunyai tanggungan denda hutang yang harus
dipenuhi, sedangkan untuk memenuhinya ia harus menguras habis harta
kekayaannya, atau ia harus berhutang kepada orang lain, atau berhutang
melakukan kemaksiatan lalu ia bertaubat. Orang-orang seperti ini diberi bagian
zakat. Dasar permasalahan ini adalah hadis Qubaishah bin Mukharriq Al-Hilali, ia
berkata, ‘’Aku memiliki tanggungan denda, maka aku dating kepada Rasulullah
saw untuk meminta bagian zakat, lalu beliau bersabda, ‘’Tinggallah hingga dating
kepada kami zakat, lalu kami akan memberimu dari zakat tersebut.34’’Setelah itu
beliau bersabda,
 َﻰﯿَْﺤﯾ َلَﺎﻗ ٍﺪْﯾَز ِﻦْﺑ ِدﺎ ﱠﻤَﺣ ْﻦَﻋ ﺎَُﻤھَﻼِﻛ ٍﺪﯿِﻌَﺳ ُﻦْﺑ َُﺔﺒَْﯿُﺘﻗَو َﻰﯿَْﺤﯾ ُﻦْﺑ َﻰﯿَْﺤﯾ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ
 ﱡيِوَﺪَﻌْﻟا ٍﻢْﯿَُﻌﻧ ُﻦْﺑ َُﺔﻧَﺎﻨِﻛ ِﻲَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ٍبَﺎﯾِر ِﻦْﺑ َنوُرَﺎھ ْﻦَﻋ ٍﺪْﯾَز ُﻦْﺑ ُدﺎ ﱠﻤَﺣ َﺎﻧََﺮﺒَْﺧأ
 ِﻟَﻼِﮭْﻟا ٍقِرﺎَﺨُﻣ ِﻦْﺑ َﺔَﺼِﯿَﺒﻗ ْﻦَﻋ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر ُﺖَْﯿَﺗَﺄﻓ ًَﺔﻟﺎَﻤَﺣ ُﺖْﻠ ﱠﻤََﺤﺗ َلَﺎﻗ ﱢﻲ
 ﱠُﻢﺛ َلَﺎﻗ َﺎِﮭﺑ ََﻚﻟ َﺮُْﻣَﺄَﻨﻓ َُﺔﻗَﺪ ﱠﺼﻟا َﺎَﻨِﯿْﺗَﺄﺗ ﻰﱠﺘَﺣ ِْﻢَﻗأ َلَﺎَﻘﻓ َﺎﮭِﯿﻓ ُُﮫَﻟﺄَْﺳأ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ
 ََﺣِﻷ ﱠِﻻإ ﱡﻞَِﺤﺗ َﻻ ََﺔَﻟﺄْﺴَﻤْﻟا ﱠِنإ ُﺔَﺼِﯿَﺒﻗ َﺎﯾ َلَﺎﻗ ْﺖﱠﻠََﺤﻓ ًَﺔﻟﺎَﻤَﺣ َﻞ ﱠﻤََﺤﺗ ٍﻞُﺟَر ٍَﺔﺛََﻼﺛ ِﺪ
 َُﮫﻟﺎَﻣ ْﺖَﺣَﺎﺘْﺟا ٌﺔَِﺤﺋﺎَﺟ ُﮫَْﺘﺑﺎََﺻأ ٌﻞُﺟَرَو ُﻚِﺴُْﻤﯾ ﱠُﻢﺛ َﺎَﮭﺒﯿُِﺼﯾ ﻰﱠﺘَﺣ َُﺔَﻟﺄْﺴَﻤْﻟا َُﮫﻟ
 ٍﺶْﯿَﻋ ْﻦِﻣ اًداَﺪِﺳ َلَﺎﻗ َْوأ ٍﺶْﯿَﻋ ْﻦِﻣ ﺎًﻣاَِﻮﻗ َﺐﯿُِﺼﯾ ﻰﱠﺘَﺣ َُﺔَﻟﺄْﺴَﻤْﻟا َُﮫﻟ ْﺖﱠﻠََﺤﻓ
33Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud Jilid 1, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007), h. 633-634.; Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan An-Nasa’I
Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 344-345.
34 Abul Fida’amuddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi, Tafsir Ibnu
Katsir Jilid 5, h, 180
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 ُﺟَرَو َْﺖﺑﺎََﺻأ َْﺪَﻘﻟ ِﮫِﻣَْﻮﻗ ْﻦِﻣ ﺎَﺠِﺤْﻟا يِوَذ ْﻦِﻣ ٌَﺔﺛََﻼﺛ َمُﻮَﻘﯾ ﻰﱠﺘَﺣ ٌَﺔﻗَﺎﻓ ُﮫَْﺘﺑﺎََﺻأ ٌﻞ
 ْﻦِﻣ اًداَﺪِﺳ َلَﺎﻗ َْوأ ٍﺶْﯿَﻋ ْﻦِﻣ ﺎًﻣاَِﻮﻗ َﺐﯿُِﺼﯾ ﻰﱠﺘَﺣ َُﺔَﻟﺄْﺴَﻤْﻟا َُﮫﻟ ْﺖﱠﻠََﺤﻓ ٌَﺔﻗَﺎﻓ ًﺎﻧَُﻼﻓ
 َِﺒﻗ َﺎﯾ َِﺔَﻟﺄْﺴَﻤْﻟا ْﻦِﻣ ﱠُﻦھاَﻮِﺳ ﺎََﻤﻓ ٍﺶْﯿَﻋًﺎﺘْﺤُﺳ َﺎُﮭﺒِﺣﺎَﺻ َﺎُﮭﻠُْﻛَﺄﯾ ًﺎﺘْﺤُﺳ ُﺔَﺼﯿ
Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa'id
keduanya dari Hammad bin Zaid - Yahya berkata- telah mengabarkan
kepada kami Hammad bin Zaid dari Harun bin Riyab telah menceritakan
kepadaku Kinanah bin Nu'aim Al 'Adawi dari Qabishah bin Mukhariq Al
Hilali ia berkata; Aku pernah menanggung hutang (untuk mendamaikan
dua kabilah yang saling sengketa). Lalu aku datang kepada Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam, meminta bantuan beliau untuk membayarnya.
Beliau menjawab: "Tunggulah sampai orang datang mengantarkan zakat,
nanti kusuruh menyerahkannya kepadamu." Kemudian beliau melanjutkan
sabdanya: "Hai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh
(tidak halal) kecuali untuk tiga golongan. (Satu) orang yang menanggung
hutang (gharim, untuk mendamaikan dua orang yang saling bersengketa
atau seumpanya). Maka orang itu boleh meminta-minta, sehingga
hutangnya lunas. Bila hutangnya telah lunas, maka tidak boleh lagi ia
meminta-meminta. (Dua) orang yang terkena bencana, sehingga harta
bendanya musnah. Orang itu boleh meminta-minta sampai dia
memperoleh sumber kehidupan yang layak baginya. (Tiga) orang yang
ditimpa kemiskinan, (disaksikan atau diketahui oleh tiga orang yang
dipercayai bahwa dia memang miskin). Orang itu boleh meminta-minta,
sampai dia memperoleh sumber penghidupan yang layak. Selain tiga
golongan itu, haram baginya untuk meminta-minta, dan haram pula
baginya memakan hasil meminta-minta itu."35
Berkaitan dengan pembagian zakat, para ulama berbeda pendapat
mengenai yang mana didahulukan dari kedelapan kelompok yang berhak
menerima zakat. Sebagian ulama cenderung mengutamakan kelompok fakir, dan
sebagian lainnya mengutamakan kelompok miskin. Sedangkan untuk kelompok
orang yang berhutang memiliki kategori tertentu sebagaimana dalam hadis di atas.
Namun pada zaman sekarang ini dana zakat seharusnya difokuskan pada
35Al Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al Mundziri, Ringkasan
Shahih Muslim, (Solo: Insan Kamil, 2012). h. 288.; Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih
Sunan An-Nasa’I Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 355-356.; Muhammad Nashiruddin
Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 637-638.
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pendidikan, memfokuskan dana zakat pendidikan pada berarti sudah termasuk
sebagian besar golongan yang berhak menerima. Pendidikan yang dimaksud
bukan hanya sekedar member beasiswa, akan tetapi dana zakat digunakan untuk
membangun pusat study sehingga seluruh masyarakat dapat memanfaatkan dana
zakat tersebut. Karena untuk kategori miskin maupun fakir, banyak masyarakat
yang tiba-tiba jadi miskin dikarenakan pada saat ada pembagian bantuan, pasar
murah dan sejenisnya, banyak masyarakat yang bukan kategori miskin
memanfaatkan hal tersebut.
3. Pendayagunaan
Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat harus
dirumuskan dalam program-program untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
Lihat tabel 4.2 diatas. Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS sebagian
besar bersifat konsumtif yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam
menghadapi permasalahan social dan ekonomi yang dihadapi, bukan pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun BAZNAS sudah berupaya dalam
peningkatan kesejahteran masyarakat dengan memberi dana bergilir kepada
masyarakat sebagai modal usaha serta pelatihan usaha.36
Pembagian secara konsumtif ini para penerima zakat biasanya hanya
tertolong dalam jangka waktu yang relative singkat yakni sehari, seminggu, atau
paling lama sebulan. Sedangkan pembagian yang bersifat produktif merupakan
model pendayagunaan zakat untuk pemamfaatan dana zakat untuk mustahik
mampu memiliki usaha mandiri dan produktif, yang mana dari dana tersebut dapat
meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
36Umar Yahya, PNS , wawancara, Sidrap, 29 November 2016.
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Pengelolaan zakat mal yang berdayaguna demi terciptanya kesejahteraan
masyarakat dapat dilakukan dengan berfokus kepada dua masalah yang sudah
menjadi penyakit masyarakat, yaitu:
a. Pendidikan
Pendidikan merupakan hal yang paling utama untuk mewujudkan
masyarakat sejahtera, pendidikan yang dimaksud disini bukan hanya sekedar
memberi beasiswa bagi siswa(i) maupun mahasiswa(i). Pendidikan yang
dimaksud disini adalah membangun pusat pendidikan yang berfokus pada
pengembangan skill/keterampilan  yang dimiliki masyarakat, pusat bahasa karena
bahasa merupakan alat yang digunakan dalam berkomunikasi didalam maupun
luar negeri, dan pusat ilmu komunukasi dan teknologi. Karena ketiga hal tersebut
merupakan hal yang penting untuk bersaing didunia kerja.
b. Kesehatan
Kesehatan masyarakat merupakan salah satu ukuran menentukan sejahtera
tidaknya suatu masyarakat, maka dari itu dana zakat difokuskan kepada
kesehatan. Kesehatan yang dimaksud bukan hanya sekedar memberi pengobatan
gratis pada masyarakat. Kesehatan yang dimaksud bagaimana masyarakat diberi
pemahaman pentingnya hidup sehat, maka dari itu lebih baik mencegah daripada
mengobati. Disinilah dibutuhkan dinas kesehatan maupun institusi terkait
bekerjasama dengan BAZNAS demi terciptanya masyarakat sejahtera.
Jika kedua hal tersebut dapat terlaksana, maka masyarakat tidak
terbelenggu lagi dengan kemiskinan dan akan hidup sejahtera.
C. Faktor-faktor yang Menghambat Efektivitas Pengelolaan Zakat Mal di
Kabupaten Sidrap
Kehadiran zakat dalam kondisi saat ini sungguh sangat membantu dalam
mengatasi kesenjangan. Dengan seruan perintah zakat orang-orang kaya
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disadarkan bahwa ada banyak orang yang menderita lantaran siksaan ekonomi.
Bahkan dengan perintah zakat orang-orang kaya dipaksakan agar mau membantu
orang-orang lemah.
Zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dari
segi penerapannya, zakat bukanlah kewjiban individu yang langsung diterapkan.
Zakat memerlukan pengelolaan dengan baik supaya bermanfaat bagi seluruh
masyarakat. Namun pengelolaan zakat yang terjadi di Kabupaten Sidrap belum
efektif dan mengalami banyak hambatan. Adapun faktor-faktor yang menghambat
efektivitas pengelolaan zakat mal di Kabupaten Sidrap ialah:
1. Pengelola Zakat
Rendahnya tingkat kualitas maupun kuantitas para pengelola zakat
terutama tenaga operasionalnya jelas merupakan masalah yang utama dalam
pengelola zakat. Dimaksudkan dengan rendahnya kualitas pengelola zakat adalah
tiadanta gairah, semangat, keseriusan dan visi zakat pada dirinya.  Dimaksudkan
dengan rendahnya kuantitas pengelola zakat adalah tidak tersedianya tenaga
operasional dan professional yang bekerja secara penuh dalam pengelolaan zakat.
Hal ini terjadi pada BAZNAS Kab. Sidrap. BAZNAS yang merupakan organisasi
pengelolaan zakat dibawah naungan pemerintah dan pengurusnya merupakan PNS
lingkup SKPD dan PNS Kemenag, pengurus yang masuk ke struktur
kepengurusan lebih dikarenakan jabatan dinasnya, bukan karena kapasitas diri dan
visi zakatnya,37 para pengurus tidak bekerja secara maksimal karena masing-
masing bekerja pada lingkup kerjanya.38 Selain itu BAZNAS tidak memiliki
kantor yang tetap.
37 Syamsu Alam. S.Pdi, Wiraswasta, Wawancara, Sidrap, 20 Mei 2017.
38Yang demikian terjadi ketika mengunjungi pengurus-pengurus Baznas, terlihat para
pengurus saling menunjuk satu sama lain pada saat dimintai keterangan terhadap data yang
diperoleh.
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2. Kepercayaan
Kepercayaan terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga. Kekhawatiran
karena uang zakat tidak akan sampai kepada yang berhak, digunakan secara
pribadi atau kelompoknya atau digunakan secara tidak tepak sasaran.
Kekhawatiran dan kecurigaan seperti itu mungkin karena yang diharapkan
wujudnya tidak kunjung menjadi kenyataan atau mungkin karena tidak ada
laporan yang bisa disaksikan secara akuntabel dan transparan.
Masyarakat wajib zakat di Kabupaten Sidrap tidak alergi dengan lembaga
pengelola zakat. Kebanyakan mereka setuju jika zakat dikelola oleh lembaga. Hal
ini sesuai yang diungkapkan Syamsu Alam S.Pdi ’’Pada dasarnya saya ingin
memberi kepercayaan pada lembaga pengelola zakat, khususnya Baznas untuk
mengelola zakat saya, dengan melihat kondisi Baznas saat ini tidak
memungkinkan untuk mengelola zakat karena tidak memiliki kantor yang jelas
daripada menyalurkan melalui lembaga yang belum jelas dikemanakan dana
zakatnya’’39. Sebagai mantan pegawai Kementerian Agama Sidrap beliau sangat
mengetahui kondisi yang ada. Hal yang sama diungkapkan H. Muh. Amrin
SE.’’Lebih baik saya menyalurkan zakat saya langsung kepada yang berhak
daripada memberi lembaga pengelola zakat yang belum jelas kemana
penyalurannya, walaupun saya masih berharap lembaga mengelola zakat’’40. Hj.
Marawiya41, Hj. Suriana42, H. Majid43, dan H. Rasman44,  sependapat pengelolaan
zakat, namun mereka takut dana zakat yang seharusnya dikelola dengan baik
malah disalahgunakan oleh pengelola untuk kepentingan pribadi atau
kelompoknya.
39Syamsu Alam. S.Pdi, Wiraswasta, Wawancara, Sidrap, 29 November 2016.
40H. Muh. Amrin SE, Pengusaha, Wawancara, Sidrap, 30 November 2016.
41 Hj. Marawiya, peternak dan petani, Wawancara, Sidrap, 02 Desember 2016.
42 Hj. Suriana, pertambangan, Wawancara, Sidrap, 03 Desember 2016.
43 H. Majid, Peternak, Wawancara, Sidrap, 03 Desember 2016.
44 H. Rasman, Petani dan pengusaha, Wawancara, Sidrap, 04 Desember 2016.
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3. Pemahaman Masyarakat
Pemahaman masyarakat akan kewajiban yang umumnya terbatas dalam
ibadah, shalat, puasa dan haji. Shalat dan puasa merupakan pelajaran inti bagi
setiap orang yang belajar agama. Ibadah tersebut juga telah dipraktikkan sejak
dini, bahkan bagi mereka yang belum berkewajiban. Sedangkan ibadah haji cukup
popular dan menjadi idaman setiap masyarakat. Selain karena publikasi yang
gencar dan luas setiap tahun, ibadah ini mempunyai daya tarik tersendiri, karena
memberikan pengaruh pada peningkatan status sosial di masyarakat.
Ibadah zakat tidak  begitu diketahui hanya sebatas zakat fitri yang sering
beriringan dengan pelaksanaan puasa. Banyak dari mereka tidak mengetahui
adanya zakat mal yang merupakan kewajiban untuk membersihkan harta. Karena
itu masyarakat hanya mengeluarkan zakat fitri atau mereka mengetahui tapi
merasa tidak berkewajiban mengeluarkannya. Ada juga masyarakat yang
mengeluarkannya dalam bentuk sedekah walaupun niatnya untuk membersihkan
hartanya. Hal ini sesuai yang diungkapkan Abd. Kadir ‘’ tiap tahunnya pada bulan
Ramadan saya mengeluarkan (sekke sibawa sidekka)45 supaya membersihkan dan
mensucikan harta yang saya miliki’’46. Hal yang sama diungkapkan H. Indar ‘’
kalau bulan Ramadan saya mengeluarkan (sekke sibawa sidekka) supaya bersih
semua harta yang saya peroleh selama setahun’’47. Hal sama juga diungkapkan H.
Abbas48, dan Ali49. Jadi, masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai zakat,
utamanya zakat mal. Sehingga masyarakat dapat membedakan sedekah dengan
zakat mal.
45 Sekke sibawa sidekka artinya zakat dan sedekah.
46 Abd Kadir, Pengusaha, Wawancara, Sidrap, 06 Desember 2016.
47 H. Indar, Petani, Wawancara, Sidrap, 03 Desember 2016.
48 H. Abbas ,pengrajin batu nisan, Wawancara, Sidrap, 05 Desember 2016.
49 H. Ali, Paeternak, Wawancara, Sidrap, 07 Desember 2016.
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D. Upaya Optimalisasi Pengelolaan Zakat Mal di BAZNAS Kabupaten Sidrap
dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Potensi zakat mal di Kabupaten Sidrap sangat melimpah, namum
BAZNAS belum maksimal menggali potensi yang ada demi meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Untuk meminimalisir faktor yang menghambat
optimalisasi pengelolaan zakat mal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
antara lain:
1. Reshuffle Pengurus BAZNAS
Penggantian struktur di BAZNAS merupakan solusi tepat dalam
melakukan pengelolaan zakat mal secara maksimal. Pengurus yang ada sekarang
belum maksimal dalam melakukan tugas, ketidakfokusan pengurus yang ada saat
ini dikarenakan sibuk pada instansi masing-masing sehingga pengelolaan zakat
tidak maksimal. Pengelola zakat harus memahami makna zakat dan siap untuk
mengelola sehingga masyarakat yang mau mengumpulkan zakat pada lembaga
tidak berfikiran buruk terhadap pengelola atas zakat yang dikimpulkan.50
Pengurus BAZNAS yang akan direkrut tidak memiki jabatan stuktural di
instansinya untuk menghidari pecah konsentrasi dalam melakukan tugas.
Pengurus yang nantinya akan direkrut harus paham dan memiliki semangat dalam
pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Merekrut kader-kader muda selaku
tenaga operasional pada setiap divisi merupakan solusi tepat untuk
mengoptimalisasi kinerja BAZNAS yang akan datang. Jiwa muda pada tenaga
operasial dapat membantu dalam melakukan pengumpulan zakat secara ‘’door to
door’’, mendatangi rumah para wajib zakat. Dalam hal ini, petugas zakat tidak
50Syamsu Alam. S.Pdi, Wiraswasta, Wawancara, Sidrap, 20 Mei 2017
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serta merta memungut zakat kepada wajib zakat, wajib zakat diberi surat
pemberitahuan, bahwa BAZNAS siap mengumpulkan  dan mengelola zakat
secara professional, transparan, dan akuntabel. Dalam surat dicantumkan tahapan-
tahapan pengelolaan zakat. Setelah dilakukan pengelolaan, pengurus menyerahkan
bukti pengelolaan langsung kepada wajib pajak dan/atau melalui media. Jika
demikian, wajib zakat akan mempercayakan zakatnya dikelola oleh BAZNAS.
2. Peran Pemerintah
Pemerintah diharapkan mampu merumuskan dan melaksanakan suatu
rencana kebijakan strategis, bila ingin menjadikan syari’ah sebagai sumber
inspirasi dan memliliki komitmen terhadap kesejahteraan bagi semua rakyat dan
bukannya hanya kepada kelompok tertentu. Pemerintah adalah penentu kebijakan,
yakni yang memeroleh mandat dari rakyat dan bertanggungjawab kepada mereka
untuk keberhasilan dan kegagalan dalam merumuskan dan melaksanakan
kebijakan yang baik. Karena itu, reformasi politik merupakan batu landasan dari
semua reformasi di Negara-negara Muslim. Tanpa reformasi sedemikian itu, jarak
yang ada antara cita-cita Islam dan realitas di dunia Muslim akan berketerusan.
Tentu saja akan merupakan suatu langkah lebih jauh di arah yang benar bila
proses demokrasi sebagaimana berlaku di dunia juga direformasi dengan tepat
untuk menumpulkan sisi beratnya pada kekayaan dan kekuasaan.
Zakat membutuhkan pengelolan yang professional. Tidak seperti
pendistribusian zakat pada masa lalu yang dikelola secara sederhana, maka dalam
pengelolaan zakat secara produktif dibutuhkan pengelolaan yang baik dan benar.
Hal ini disebabkan pada saat pengelolaannya membutuhkan penanganan
admistrasi yang lengkap, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan.
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Pendistribusian zakat yang bersifat produktif berbeda dengan pembagian
zakat secara konsumtif, hal ini terjadi pada masyarakat yang menyalurkan zakat
langsung kepada fakir miskin tanpa melalui lembaga yang mengakibatkan dana
yang didapatkan tidak produktif. Memberi pelatihan sesuai keahlian, modal usaha,
lapangan kerja, dan pendidikan kepada masyarakat dapat meningkatkan taraf
hidup masyarakat melalui dana zakat.
Lembaga zakat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidrap sebenarnya
telah ada dan tumbuh sejak lama. Namun, keberadaan lembaga tersebut belum
dikembangkan secara professional. Maka wajar, jika dalam perjalanan lembaga ini
mengalami permasalahan. Dampaknya wajib zakat lebih memilih menyalurkan
langsung zakatnya. Hal tersebut sebenarnya tidak akan terjadi jika lembaga zakat
bersifat professional, transparan, dan akuntabel. Legitimasi hukum dan dukungan
penuh penguasa sangat dibutuhkan, maka disinilah peran pemerintah sangat
dibutuhkan dalam pengelolaan zakat.
Pengelolaan zakat akan menjadi efektif jika melibatkan unsur pemerintah,
walaupun pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011
tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014. Akan
tetapi belum diberlakukan secara maksimal. Pemerintah Kabupaten Sidrap
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2012 tentang pengelolaan zakat
dan Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2013, sebagai upaya memaksimalkan
potensi zakat demi kesejahteraan masyarakat. Bukan berarti pemerintah
mempunyai kewenangan mutlak terkait perekrutan komisioner baznas, sebagai
upaya meningkatkan kinerja BAZNAS panitia seleksi harusnya memberi ruang
kepada setiap masyarakat untuk berpartisipasi. Namun hal ini tidak terlaksana
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karena panitia seleksi tidak mengumumkan akan ada seleksi komisioner
BAZNAS.51
Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik (good legislation)
dan sah menurut hukum (legal validity), dan berlaku efektif karena dapat diterima
masyarakat serta berlaku untuk waktu yang panjang, harus didasarkan pada
landasan peraturan perundang-undangan. Ada tiga landasan pembuatan peraturan
perundang-undangan Menurut Rosjidi Ranggawidjaja, sebagai berikut:
a. Landasan Filosofis
Yaitu filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-
nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya
berisi nilai-niai baik dan nilai-nilai tidak baik. Nilai yang baik adalah
pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Apapun jenisnya  filsafat
hidup bangsa, harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yang akan
dipergunakan dalam kehidupan bangsa tersebut. Oleh karena itu kaidah
hukum yang dibentuk (yang termuat dalam peraturan perundang-
undangan) harus mencerminkan filasafat hidup bangsa. Setidaknya tidak
bertentangan dengan nilai-nilai moral suatu bangsa.
Nilai ajaran Islam menjadi landasan filosofis karena telah menjadi
cara pandang masyarakat Islam Indonesia. Dalam hal zakat kewajiban
didasarkan pada dalil Alquran dan Hadis. Pandangan ini mengemuka
bukan sekedar ditunaikan melainkan berdampak kepada kemaslahatan
masyarakat jika potensi zakat yang ada dikelola secara maksimal
Dalam kaidah ushul fiqih, permasalahan zakat termasuk dalam
kategori maqashid syariah yaitu tujuan diberlakukannya hukum oleh Allah
swt. menurut Imam al-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum)
51Syamsu Alam. S.Pdi, Wiraswasta, Wawancara, Sidrap, 20 Mei 2017
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tiada lain untun mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan
(jalbul mashalih wa dar’ul matasid). Dengan bahasa yang lebih mudah,
aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan
manusia itu sendiri, kemudian Imam al-Syathibi membagi maslahat pada
tiga bagian penting dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsinat
(tersier).52
Zakat termasuk dalam dharuriyyat (primer), maqashid atau
maslahat dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya
kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan
menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti
makan, minum, shalat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah lainnya.53 Yang
termasuk maslahat atau maqashid dhruriyyat ada lima yaitu agama (al-
din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal), dan aqal (al-
aql).54cara untuk menjaga kelima hal terebut dapat ditempuh dengan dua
cara yaitu, pertama, dari segi adanya (min nahiyyati al-wujud) yaitu
dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan
keberadaannya, dan kedua, dari segi tidak ada  (min nahiyyati al-adam)
yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.
Zakat merupakan salah satu contoh untuk menjaga agama dari segi
adanya.
b. Landasan Sosiologis
Yaitu suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai
landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan
52 al-Syathibi, al-Muwafaqat juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t) h. 6
53 al-Syathibi, al-Muwafaqat juz II, h. 7
54 al-Syathibi, al-Muwafaqat juz II, h. 8
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keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Perilaku masyarakat
Indonesia terkait dengan zakat dapat dilihat ketika Idul Fitri, masyarakat
berbondong-bondong membayar zakat fitri. Jenis zakat yang lain seperti
zakat harta, zakat perdagangan, zakat profesi, dan zakat-zakat lainnya.
Hanya tinggal mendapatkan sentuhan berupa pengelolaan yang transparan
dari lembaga pengelola zakat maka diyakini masyarakat akan maksimal
membayar kewajiban zakat.
Lembaga-lembaga pengelolah zakat harus mendapatkan legalitas
dan perlindungan hukum ketika mereka berupaya memungut zakat dari
para muzakki. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat
ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf yang mati. Hukum yang
dibentuk harus sesuai dengan ‘’hukum yang hidup’’ (living law) dalam
masyarakat.
c. Landasan Yuridis
Yaitu landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuat
peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau
badan hukum mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturang
perundang-undangan atau tidak. Beranjak dari landasan folosofis dan
sosiologis maka format undang-undang pengelolaan zakat mengakomodir
kerangka filosofis dan sosiologis. Rumusan undang-undang zakat mesti
mengatur legalitas dan perlindungan hukum bagi para lembaga pengelola
zakat ketika mereka berupaya memungut zakat dari muzakki.
Unsur  di atas mutlak harus dipenuhi oleh suatu perundang-undangan.
Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat nampaknya tidak
mencakup salah satu landasan, yaitu landasan yuridis. Sebagaimana
pengertiannya, landasan yuridis adalah sebuah landasan hukum yang bisa menjadi
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dasar kewenangan pembuat perundang-undangan. Undang-Undang No 23 tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat lebih banyak berbicara tentang posisi BAZNAS
dan lembaga amil, prosedur, syarat pendirian, dan sanksi bagi amil yang
menyalahgunakan dana zakat.
Undang-Undang tersebut tidak mengatur tentang pasal-pasal yang
menyangkut muzakki dan mustahik, cara pengumpulan zakat oleh amil terhadap
muzakki tidak dijelaskan secara rinci, baik dalam Undang-Undang No 23 tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat maupun Peraturan Pemerintah No. 14 tahun
2014.
Menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing
diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 29 ayat 2 ‘’Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu’’. Itu
artinya dalam hal kebebasan beragama dan menjalankan ibadah dengan keyakinan
masing-masing telah diatur dalam pasal di atas, oleh karena itu maka Negara
harus melegalkan upaya untuk menjalankan ibadah tersebut, dalam hal ini
menunaikan zakat. Menaga berhak menjatuhkan sanksi kepada mereka yang tidak
membayar zakatnya. Peran Negara yaitu pemerintah dalam hal ini sebagai
penyedia sarana dan prasarana peribadatan warga negaranya sehingga tercipta
kesejahteraan masyarakat.
Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sudah
seharusnya dilakukan rekontruksi artinya membangun kembali hal-hal yang
terdaat di dalam Undang-Undang, yaitu tentang sanksi bagi yang tidak
menunaikan zakatnya, dan memberi perlindungan hukum bagi amil yang
menjemput zakat langsung dari muzakki dengan perlindungan berhak memaksa
muzakki untuk menunaikan zakatnya.
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Ada beberapa point yang bisa dimasukkan kedalam pasal-pasal Undang-
Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diadopsi dari
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 691 buku III tentang zakat dan hibah:
1) Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenakai denda
dengan jumlah tidak melebihi dari besar zakat yang wajib dikeluarkan.
2) Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada
putusan pengadilan.
3) Barangsiapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan
denda dengan jumlah tidak melebihi 20% dari besarnya zakat yang
harus dibayarkan.
4) Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil
paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada badan amil zakat daerah
kabupaten/kota.
3. Peran Mubaligh
Menyadarkan masyarakat tentang kewajiban megeluarkan zakat
mal/harta untuk membersihkan dan menyucikan harta yang telah dikumpulkan.
Peran mubaligh dalam hal ini untuk memberi pemahaman dan meyakinkan
masyarakat tentang pentingnya zakat mal.55 Karena sebahagian masyarakat tidak
mengetahui adanya zakat mal yang merupakan kewajiban, masyarakat hanya
mengetahui sekke sibawa sedekkah (zakat dan sedekah) sebagaimana hasil
wawancara yang dilakukan. Sekke yaitu zakat yang dikeluarkan menjelang
perayaan Idul fitri, sedangkan sedekkah diberikan kepada keluarga dekat dan
tetangga.
55 Wahyuddin. S.Pdi, PNS, Wawancara, Sidrap, 20 Mei 2017, bahwa mubaligh tidak
hanya sekedar menyampaikan zakat akan membersihkan dan menyucikan harta, perlunya
penjelasan ynag lebih terperinci agar masyarakat memahami makna zakat tersebut, karena respon
masyarakat terkait tentang zakat sudah baik terbukti pada saat mengisi ceramah, banyak
masyarakat bertanya terkait dampak langsung zakat terhadap pemberi zakat selain hubungan
dengan Allah swr. Inilah yang mesti dijelaskan secara mendetail oleh para mubaligh jika
menyampaikan tema ceramah tentang zakat.
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Demi mewujudkan masyarakat sejahtera diperlukan optimalisasi
pengelolaan zakat khususnya zakat mal, dengan potensi zakat yang melimpah di
kabupaten Sidrap. Masyarakat pra sejahtera tidak akan ditemukan di daerah
tersebut, namun itu hanya hanya angan-angan, faktanya ada 9571 keluarga yang
masuk dalam kategori pra sejahtera (lihat tabel 1.1), sedangkan masyarakat
sejahtera plus56 4918 keluarga. Berdasarkan BKKBN tingkat keluarga sejahtera
ada lima tngkatan yang masing-masing memiliki kategori, kategori yang tertinggi
sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya serta memberi sumbangan dalam
kegitan social dan berpartisipasi pada organisasi masyarakat. Hal tersebut sejalan
dengan kewajiban zakat, walaupun masyarakat memiliki kekayaan yang
melimpah, kebutuhan hidupnya terpenuhi, namun tidak berpatisipasi dalam
kegiatan keagamaan, saling gotong royong, dan lain-lain. Masyarakat tersebut
belum bisa dikatakan masyarakat sejahtera. Hubungan sesama manusia sangat
dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka dari itu zakat mengajarkan
untuk saling membantu sesama manusia. Karena harta yang dimiliki bukan
sepenuhnya kepunyaan pribadi akan tetapi ada hak orang lain dalam harta yang
dimiliki oleh setiap orang.
56Kategori keluarga sejahtera dengan tingkatan tertinggi.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pengelolaan zakat mal di Kabupaten Sidrap oleh Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) menunjukkan pengelolaannya belum berjalan secara maksimal
untuk menggali potensi zakat yang ada di daerah tersebut. Pendistribusian
zakat di Kabupaten Sidrap langsung dilakukan oleh muzakki tanpa
melibatkan lembaga pengelola zakat.Pendistribusian zakat yang dilakukan
BAZNAS sebagian besar bersifat konsumtif yang digunakan untuk membantu
masyarakat dalam menghadapi permasalahan social dan ekonomi yang
dihadapi, bukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun
BAZNAS sudah berupaya dalam peningkatan kesejahteran masyarakat
dengan member pinjaman bergilir sebagai modal usaha tanpa membebani
bunga.
2. Zakat memerlukan pengelolaan yang baik supaya bermanfaat bagi seluruh
masyarakat.Namun pengelolaan zakat yang terjadi di Kabupaten Sidrap
belum efektif dan mengalami banyak hambatan. Adapun faktor yang
menghambat yaitu pengelola zakat yang dimana rendahnya kuantitas
pengelola zakat yakni tidak tersedianya tenaga operasional dan professional
yang bekerja secara penuh dalam pengelolaan zakat. Tingkat kepercayaan
masyarakat juga menjadi faktor penghambat dimana masyarakat khawatir
bahwa uang zakat tersebut tidak sampai kepada orang yang berhak
menerimanya, melainkan disalahgunakan oleh orang yang tidak
bertanggungjawab untuk digunakan secara pribadi. Kurangnya pemahaman
masyarakat tentang zakat mal yang merupakan kewajiban untuk membersikan
harta juga merupakan salah satu faktor penghambat pengelolaan zakat mal di
Kabupaten Sidrap.
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3. BAZNAS yang merupakan lembaga pengelola zakat mal belum secara
maksimal untuk menggali potensi zakat di Kabupaten Sidrap guna
meningkatkan kesejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, BAZNAS
berupaya untuk meminimalisir faktor penghambat pengelolaan zakat dengan
mereshuffle pengurus BAZNAS dengan mengrekrut pengurus yang tidak
memiki jabatan stuktural diinstansi guna menghidari pecah konsentrasi dalam
melakukan tugas serta yang harus paham dan memiliki semangat dalam
pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Peran pemerintah untuk mendukung
upaya BAZNAS dalam pengelolaan zakat mal. Peran mubaligh untuk
menyadarkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
kewajiban mengeluarkan zakat mal juga merupakan upaya dalam
meningkatkankesejahteraanmasyarakatmelaluipengelolaan zakat.
B. Implikasi
Zakat merupakan instrument penting dalam pembangunan ekonomi.
Dikarenakan potensi zakat yang sangat melimpah untuk mewujujudkan hal tersebut
pemerintah dapat berperan aktif dengan menyempurnakan peraturan perundang-
undangan yang ada, serta masyarakat harus sadar akan kewajibannya sebagai muslim
untuk menunaikan zakatnya dan memercayakan dana zakatnya dikelolamelalui
lembaga pengelola zakat yang dibentukpemerintah, oleh karena itu lembaga pengelola
zakat wajib bersifat transparan, professional, danakuntabel demi mewujudkan
masyarakat sejahtera.
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